LAMPIRAN :

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

33. Penandaan Penggunaan Penerimaan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) Provinsi

No Program Kegiatan Output Penerima Manfaat Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Kinerja Indikator Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1|Rehabilitasi  di 1ah Dok R Tah
luar . Kawasan| |penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan| Dokumen 1. Pemerintah 28 | 03 | 1.04|0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi| Tersusunnya Rencana Tahunan| :;:anl::bilita(:iurlr_‘:l:anen?nna [;sl:;:: Dokumen
sesual “|(RTn-RL). Rencana Pembangunan Hutan Kota 2. Masyarakat . Lahan (RTnRL) Rehabilitasi Lahan (RTnRL) RTARL. yang
kewenangannya (RTnRL)
" . " P Jumlah Dokumen Rencana Tahunan|
Penyusunan Rancangan Teknis (Rantek) Kegiatan| 1. Pemerintah Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi| Tersusunnya Rencana Tahunan P "
b. - Dokumen 28 03 | 1.04 | 0001 P Rehabilitasi Lahan yang Disusun Dokumen
RHL yang menjadi kewenangannya 2. Masyarakat Lahan (RTnRL) Rehabilitasi Lahan (RTnRL) (RTnRL)
c.|Pelaksanaan RHL sesuai Rancangan Teknis untuk|
kegiatan:
Pembangunan Hutan Rakyat d Luar Kawasan|Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar|Luas Hutan Rakyat yang Dibangun|
28 03 | 1.04 [ 0002 N Ha
1. Pemerintah Hutan Negara Kawasan Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan Negara
1). Pembangunan Hutan Hak/Hutan Rakyat Hektar 2‘ Masyarakat
) Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar|Terlaksananya Penghijauan Lingkungan|Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar|
28 03 | 1.04 | 0004 h Ha
Kawasan Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan Negara Kawasan Hutan Negara
; . 1. Pemerintah Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar|Terlaksananya Penghijauan Lingkungan|Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar|
2). Penghijauan lingkungan; Hektar 2. Masyarakat 28 03 | 1.04 | 0004 Kawasan Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan Negara Kawasan Hutan Negara Ha
3). Pembangunan Hutan kota; Hektar 1. Pemerintah 28 03 | 1.04 | 0003 Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan|Terbangunnya Hutan Kota di Luar{Luas Hutan Kota yang Dibangun di Ha
2. Masyarakat Hutan Negara Kawasan Hutan Negara Luar Kawasan Hutan Negara
28 | 03 | 1.04 | 0000 |Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan | r1aksananya Rehabilitasi Mangrove Dilluas Area Mangrove Di = Luar Ha
Luar Kawasan Hutan Kawasan Hutan yang Direhabilitasi
4). Penanaman manggrove, gambut dan hutan pantai| Hektar 1. Pemerintah
diluar Kawasan 2. Masyarakat Pelaksanaan rehabilitasi Lintas luas area yang dilakukan rehabilitasi|
11 | 03 | 1.03 [ 0007 |Pelaksanaan rehabilitasi kabupaten/kota yang menjadi|lintas kabupaten/kota yang menjadi Ha
kewenangan Provinsi yang dilaksanakan |kewenangan Provinsi
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar|Terlaksananya Penghijauan Lingkungan|Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar|
28 | 03 | 1.04 [ 0004 n Ha
Kawasan Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan Negara Kawasan Hutan Negara
" — " Luas Area Penerapan
28 03 | 1.04 | 0007 Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan| Dlterapkanr\ya Pengembangan Teknologil Pengembangan Teknologi Ha
Lahan Rehabilitasi Hutan dan Lahan P
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
5). Penerapan teknik konservasi tanah dan air 1. Pemerintah Terlaksananya Rehabilitasi Mangrove DifLuas Area Mangrove Di Luar
) Hektar il i Y 9 9
termasuk pada ekosistem mangrove dan gambut. 2. Masyarakat 28 | 03 | 1.04 | 0009 |Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan Luar Kawasan Hutan Kawasan Hutan yang Direhabilitasi Ha
28 03 | 1.04 | 0010 |Pembangunan Sumur resapan Terbangunnya bangunan  konservasifJumlah Sumur Resapan yang Unit
tanah dan air berupa Sumur Resapan terbangun
Terbangunnya bangunan  konservasi .
28 | 03 | 1.04 | 0012|Pembangunan gully plug tanah dan air berupa qully plug Jumlah Gully Plug yang Terbangun Unit
28 03 | 1.04 | 0013 |Pembangunan Dam Penahan Terbangunn_ya bangunan  konservasifJumlah Dam Penahan yang Unit
tanah dan air berupa Dam Penahan terbangun
1. Pemerintah Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Terlaksananya  Pembinaan  dan/atau j:nm/f(Zu L:erzr\‘/\/asanpembdir;?:n:
d.|Pemeliharaan tanaman Hektar . 28 | 03 | 1.04 [ 0008 enga 9 Pengawasan dalam Rangkal 9 — Laporan
2. Masyarakat Pengembangan Rehabilitasi Lahan L Rangka Pengembangan Rehabilitasi|
Pengembangan Rehabilitasi Lahan Lahan
Terlaksananya  Pembinaan  dan/atau Jumiah Laporan Pembinaan
28 | 03 | 1.04 | 0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pen awasar? dalam Rangkal dan/atau Pengawasan dalam Laporan
e Pemeliharaan  lanjutan  (Pasca  Pemeliharaan| Hektar 1. Pemerintah . Pengembangan Rehabilitasi Lahan Pengemban an Rehabilitasi Lahan 9 Rangka Pengembangan Rehabilitasi
*|kedua/P2) 2. Masyarakat 9 9 Lahan
28 03 | 1.04 | 0011 Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan|Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman|Luas Areal RHL pasca P2 yang Ha
) Lahan (RHL) pasca P2 RHL pasca P2 terpelihara
Terlaksananya  Pembinaan  dan/atau Jumiah Laporan Pembinaan
f. Pembinaan dan atau__Pengawasan dalam rangka Hektar 1. Pemerintah 28 03 | 1.04 | 0008 |F 1 dan/atau P . dalam rangkaj Pengawasan dalam Rangkal dan/atau Pengawasan da_\am Laporan
Pengembangan Rehabilitasi lahan 2. Masyarakat Pengembangan Rehabilitasi Lahan " Rangka Pengembangan Rehabilitasil
Pengembangan Rehabilitasi Lahan Lahan
Kegiatan pendukung rehabilitasi Hutan dan lahan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. Hektar 1. Pemerintah 28 03 | 1.04 | 0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar|Terlaksananya Penghijauan Lingkungan|Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar| Ha
g 23 Tahun 2020 dan PP.26 Tahun 2020 tentang 2. Masyarakat . Kawasan Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan Negara Kawasan Hutan Negara
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.
2 (Rehabilitasi a.|Rehabilitasi Hutan dan lahan yang menjadi
hutan dan lahan| |kewenangannya
sesuai o n " " " " n " " "
kewenangannya 1). Penanaman rehabilitasi DAS apabila Pemerintah| Peningkatan ~ Koordinasi  dan  Sinkronisasi . A " .
Daerah bertindak sebagai pemegang Persetujuan Hektar 1. Pemerintah 28 06 | 1.01 | 0008 |Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah| Meningkatnya thlmallsa5| Fungsi. dan|Jumiah "."k”f“e". sm.kromsas\ dan Dokumen
2. Masyarakat Daya Dukung Wilayah DAS koordinasi optimalisasi DAS
Kawasan Hutan (P2KH) DAS
2). Budidaya/pembangunan Hasil Hutan Bukan Kayu 1. Pemerintah Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan Menengah|Terpenuhinya kebutuhan bahan baku dan|Jumlah Unit managemen PBPHH
(HHBK) pada KPH (Berdasarkan UU.23 tentang Hektar : 28 03 | 1.06 [ 0006 |untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau|akses Pasar bagi PBPHH Skala kecil dan|(kayu dan/atau HHBK) skala Kecil| Unit Managemen
X . 2. Masyarakat ;
Pemerintah Daerah); HHBK) dan Pasar menengah dan menengah beroperasi




No| Program Kegiatan Output Penerima Manfaat Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Kinerja Indikator Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Terlaksananya  Pembinaan  dan/atau Jumiah Laporan Pembinaan
o
3). Pemeliharaan tanaman; Hektar 1. Pemerintah 28 03 | 1.04 [ 0008 |, 1 dan/atau P . dalam rangka Pengawasan dalam Rangka dan/atau Pengawasan da}arﬁ Laporan
2. Masyarakat Pengembangan Rehabilitasi Lahan L Rangka Pengembangan Rehabilitasi|
Pengembangan Rehabilitasi Lahan Lahan
Terlaksananya  Pembinaan  dan/atau Jumiah Laporan Pembinaan
25 | 65| 108 coa| ambcn drt pngavesn o g G o A Prisvesan | Lo
4). Pemeliharaan lanjutan (Pasca Pemeliharaan| Hektar 1. Pemerintah 9 9 Pengembangan Rehabilitasi Lahan Lahagn 9 9
kedua/P2) 2. M k
28 03 | 1.04 | 0011 Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan|Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman|Luas Areal RHL pasca P2 yang Ha
) Lahan (RHL) pasca P2 RHL pasca P2 terpelihara
5). Kegiatan pendukung rehabilitasi hutan dan lahan
sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2020 Hektar 1. Pemerintah 28 03 | 1.04 | 0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar|Terlaksananya Penghijauan Lingkungan|Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar| Ha
dan PP Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi| 2. Masyarakat . Kawasan Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan Negara Kawasan Hutan Negara
dan i Hutan.
Rehabilitasi hutan dan lahan oleh masyarakat meliputi
b penanaman  oleh pemegang izin Persetujuan Hektar 1. Pemerintah 28 | 03 | 1.04 | 0004 |Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar| Terlaksananya Penghijauan  Lingkungan|Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar| Ha
) Een'gtelma:nh li’erhut;nan ‘ Sosial sesuai rencana 2. Masyarakat : Kawasan Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan Negara Kawasan Hutan Negara
egiatan Perhutanan Sosial
c.|Rehabilitasi hutan dan lahan di taman Hutan raya
yang terdiri atas:
1). Penghijauan; Hektar 1. Pemerintah 28 03 | 1.04 | 0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar|Terlaksananya Penghijauan Lingkungan|Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar| Ha
: Nt} " 2. Masyarakat : Kawasan Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan Negara Kawasan Hutan Negara
2). Reboisasi; Hektar 1. Pemerintah 28 03 | 1.04 | 0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar|Terlaksananya Penghijauan Lingkungan|Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar| Ha
) " 2. Masyarakat . Kawasan Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan Negara Kawasan Hutan Negara
dan/atau dalam rangka Terlaksananya ~ Pembinaan  dan/atau j::}':‘:u ngzraa:‘lvasanpem%r;\a:r:
28 | 03 |1.04|0008|; ' renga 9| pengawasan dalam Rangka 9 1am Laporan
§ 1. Pemerintah Pengembangan Rehabilitasi Lahan P b Rehabilitasi Lah Rangka Pengembangan Rehabilitasi|
3). Pemeliharaan tanaman; Hektar 2 M . engembangan Rehabliitasi Lahan Lahan
28 03 | 1.04 | 0011 Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan|Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman(Luas Areal RHL pasca P2 yang| Ha
: Lahan (RHL) pasca P2 RHL pasca P2 terpelihara
Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk| " " " Jumlah  bibit berkualitas  yang
1. Pemerintan 28 | 03 | 10910007 genabiitasi Lahan Tersedianya bibit berkualitas tersedia untuk Rehabilitasi Lahan Batang
4). Pengayaan tanaman; Hektar . —
2. Masyarakat e Terlaksananya pengelolaan jenis|Luas kawasan TAHURA yang
28 | 04 | 1.01 |o013|Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta|, 1oy *atwa  dan  habitatnya  dildiinventarisasi  dan  Diverifikasi Ha
habitatnya di Tahura Provinsi S L " .
Tahura Provinsi dengan nilai Kehati tinggi
28 | 03 | 1.04 | 0010 |Pembangunan Sumur resapan untuk Rehabilitasi Lahan Jumlah  Sumur  Resapan  yang Unit
terbangun
28 03 | 1.04 | 0012 |Pembangunan gully plug ;I'erb:r:jgunnyab banguITanI konservasi Jumlah Gully Plug yang Terbangun Unit
5). Penerapan teknik konservasi tanah secara Hektar 1. Pemerintah anah dan air berupa gully plug -
vegetatif dan sipil teknis; 2. Masyarakat 28 | 03 | 1.04 | 0013|Pembangunan Dam Penahan Terbangunn_ya bangunan  konservasilJumlah Dam  Penahan yang Unit
tanah dan air berupa Dam Penahan terbangun
. - " .[Luas Area Penerapan
28 03 | 1.04 | 0007 Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan| Dlteraplfanr\ya Pengembangan Teknologi| Pengembangan Teknologi Ha
Lahan Rehabilitasi Hutan dan Lahan P
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
6). Penanaman pohon kanan kiri sungai; dan Hektar 1. Pemerintah 28 03 | 1.04 | 0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar|Terlaksananya Penghijauan Lingkungan|Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar| Ha
: P gal; 2. Masyarakat : Kawasan Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan Negara Kawasan Hutan Negara
1. Pemerintah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan| Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi
7). Pengendalian kebakaran Hutan dan lahan. Hektar : 28 03 | 1.05 [ 0005 |Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan i 9 yang Dilaksanakan Dalam Satu| Laporan
2. Masyarakat Hutan dan Lahan
dan Lahan Tahun
8). Pemeliharaan lanjutan (Pasca Pemeliharaan Hektar 1. Pemerintah 28 | 03 | 1.04 | 0011 |Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan| Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman|Luas Areal RHL pasca P2 yang Ha
kedua/P2) 2. Masyarakat . Lahan (RHL) pasca P2 RHL pasca P2 terpelihara
:Lb:eg;?r:::apgizi?rk;;Iga;el;af—‘blll\llf:wlot‘;?r"radlinnIgggg Hektar 1. Pemerintah 28 03 | 1.04 | 0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar|Terlaksananya Penghijauan Lingkungan|Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar| Ha
dan PgP Nomor 26 Tahun 2020 2. Masyarakat ) Kawasan Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan Negara Kawasan Hutan Negara
] " Terlaksananya pengelolaan KHDTK untuk|
Rehabilitasi hutan dan reklamasi di areal Kawasan Pengelolaan ~ KHDTK  untuk  kepentingan kepentingany P gpenelitian dan|Jumlah KHDTK untuk kepentingan
Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dalam hal 28 | 03 | 3.11|0001 |penelitian dan pengembangan, pendidikan dan| engembangan endidikan dan|non-komersial Unit
d.|Pengelola  KHDTK  melakukan  kerja  sama Hektar ; Kemer\nllah pelatihan, serta religi dan budaya gelagtihan segrlavreligi dpan budaya
pengelolaan KHDTK dengan Pemerintah Daerah — - " . " - — -
Provinsi 28 03 | 1.04 | 0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar|Terlaksananya Penghijauan Lingkungan|Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar| Ha
) Kawasan Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan Negara Kawasan Hutan Negara
| e.|Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, melalui :
Penyusunan dan Penetapan Rencana
1) Penyusunan dan  Penetapan Rencana 1. Pemerintah Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota| Tersusunnya dan ditetapkannya Rencana|Jumlah dokumen rencana|
Pengelolaan DAS Dokumen 2. Masyarakat 28 06 | 1.01 0007 dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1|Pengelolaan DAS pengelolaan DAS yang ditetapkan Dokumen
(satu) Daerah




No| Program Kegiatan Output Penerima Manfaat Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Kinerja Indikator Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2) Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah 1. Pemerintah Peningkatan _ Koordinasi ~ dan Sinkronisasi Meningkatnya Optimalisasi Fungsi dan|Jumlah dokumen sinkronisasi dan
DAS Dokumen 2. Masyarakat 28 06 | 1.01 | 0008 gzlémahsam Fungsi dan Daya Dukung Wilayah| Daya Dukung Wilayah DAS koordinasi optimalisasi DAS Dokumen
. . Terlaksananya Pemberdayaan|Jumlah  Orang yang Mengikuti
3) Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Orang 1. Pemerintah 28 06 | 1.01 [ 0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan|Pemberdayaan Masyarakat dalam Orang
Pengelolaan DAS 2. Masyarakat Pengelolaan DAS )
DAS Kegiatan Pengelolaan DAS
Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan
4) Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS Lembaga 1. Pemerintah 28 06 | 1.01 [ 0005 |Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS Terlaksananya Pembentukan dan Dikembangkan dalam Forum| Lembaga
2. Masyarakat Pengembangan Forum Pengelolaan DAS
Pengelolaan DAS
5) Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS kritis| 1. Pemerintah Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar| Terlaksananya Penghijauan Lingkungan|Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar|
I Hektar 28 03 | 1.04 | 0004 " Ha
dan sangat kritis 2. Masyarakat Kawasan Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan Negara Kawasan Hutan Negara
3 |Pembangunan | a.|Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi
dan pengelolaan (Tahura)
hasil hutan
Kayu, hasil T peta .blok peng !
hutan bukan 1. Penyusunan Desain Tapak Kawasan Tahura Dokumen 1. Pemerintah 28 04 | 1.01 [ 0016 |Penataan kawasan Tahura Provinsi Pelalfsanan Penataan  Blok TAHURA|dan penataan wilayah .ke”a dari Dokumen
kayu dan/atau 2. Masyarakat Provinsi Tahura berdasarkan hasil penataan
: kawasan Tahura Provinsi
jasa
dalam kawasan
2). Pembangunan Sarpras Dasar Pengelolaan 1. Pemerintah Terlaksananya Pelayanan Pemanfaatan Jumlah  Permohonan  Pelayanan
Wisata Alam (Gerbang, Loket, Papan Informasi, Unit : 28 04 | 1.01 [ 0006 | Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi anany: Ve Pemanfaatan di Tahura yang| Permohonan
) 2. Masyarakat Hutan di Tahura ) -
Toilet) Ditindak Lanjuti
Jumlah Dokumen Rencanal
3). Penetapan Areal Pemanfaatan Air (PAPA) di Unit KK 1. Pemerintah 28 04 | 1.01 | 0011|Perencanaan Pengelolaan TAHURA Terlaksanan_ya_ Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Tahura (Jangka Dokumen
Tahura Kawasan Konservasi 2. Masyarakat Tahura Provinsi Panjang dan Jangka Pendek) yang|
DI
4). Operasional Sarana dan Prasarana Taman Hutan " 1. Pemerintah Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA)
o Unit 28 | 04 |1.01 .
Raya Provinsi 2. Masyarakat Provinsi
b.|Pengelolaan persampahan Ton 1. Pemerintah 1 11 | 1.01 [ 0011 [Pengelolaan sampah Regional Ter!aksananya pengelolaan  sampah nglah Sampah  regional - yang Ton
2. Masyarakat regional dikelola
- . . Terlaksanakannya Penguatan K: Jumlah Desa yang Diberdayak
c. Sosialisasi kgpada pengunjung  wisata  dan Orang 1. Pemerintah 28 04 | 1.01|0008 Penguatan _Kap_asnas dan F‘e_ml_aerdayaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar| Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Desa
masyarakat sekitar Tahura 2. Masyarakat Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi S0 "
Tahura Provinsi Produktif
Pemantauan Rencana Kerja  Operasional| Terlaksananya Pemantauan/Monitoring  [Tertib pelaporan RKOPHH untuk|
: Dokumen/ 1. Pemerintah Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk|pelaporan RKOPHH untuk PBPHH (Kayu|Pemegang PBPHH (Kayu dan| , .
d.|Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu Rekomendasi 2. Masyarakat 28 03 | 1.07 0006 PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan|dan HHBK) skala usaha kecil dan|HHBK) skala usaha kecil dan Unit Managemen
menengah yang menjadi kewenangan provinsi menengah menengah
Tersedianya peta blok pengelolaan
28 | 04 |1.01|0016|Penataan kawasan Tahura Provinsi Pelaksanan  Penataan Blok TAHURAdan penataan wilayah kerja daril ooy
Provinsi Tahura berdasarkan hasil penataan
kawasan Tahura Provinsi
Pembinaan dan pelaksanaan Pengolahan Hasil Dokumen/ 1. Pemerintah
©|Hutan Kayu Rekomendasi 2. Masyarakat Laporan  Kegiatan elaksanaan
) . Terlaksananya Pengawasan PBPHH P 9 P
Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usahal Pengawasan PBPHH (Kayu|
28 03 | 1.07 | 0004 |dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang| v ._.|dan/atau HHBK) untuk skala usaha Laporan
) c kecil dan menengah yang menjadi " o
menjadi kewenangan provinsi P kecil dan menengah yang menjadil
kewenangan provinsi N
kewenangan provinsi
I . Terlaksananya  pelayanan  Perizinan
Ezillltj;an E!ealsaiﬁr:t;n (PF;;EE?T(& quz:;atZz Berusaha Pengolahan Hasil Hutan|Jumlah permohonan PBPHH Kayu
28 | 03 | 1.06 [ 0007 9 " Y -~ -[(PBPHH) Kayu dan/atau Bukan Kayu|dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan| Unit Managemen
HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi skala dan menengah kecil yang menjadil menengah yang dilayani
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha kewenangan provinsi K g " | yang Jadi ‘gah yang dilayani
i Pengelolaan Hasill Hutan (PBPHIH) melalui sistem Jumlah Izin 1. Pemerintah ewenangan provinsi
" |pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi secara 2. Masyarakat Laporan  Kegiatan  pelaksanaan
Elektronik Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu :;;Ia:zzﬁzfu H:;;?iwnfjl?rs]kal:ﬁ;':z Pengawasan PBPHH (Kayu
28 | 03 | 1.07 | 0004 |dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang|' ' a3 jan/atau HHBK) untuk skala usahal Laporan
) C kecil dan menengah yang menjadi " -
menjadi kewenangan provinsi K P kecil dan menengah yang menjadi
ewenangan provinsi P
kewenangan provinsi
Kagian Pongoahan Hash Hutan (Ko daaae|TeTeksananya _Pembinaan (Bmoingan o 71 PCREN3 OIS0 O
28 | 03 | 1.06 0008 29 golar v aul reknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan P 4 Unit Managemen
HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi patuh terhadap ketentuan peraturan|
L (Kayu dan/atau HHBK)
kewenangan provinsi perundang-undangan
. |IPengembangan pemanfataan Hasil Hutan, Hasil| | . o . 1. Pemerintah




No| Program Kegiatan Output Penerima Manfaat Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Kinerja Indikator Satuan
1 2 5 6 7 8 9
F"[Hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan 2. Masyarakat
Terlaksananya Pengawasan PBPHH Laporan  Kegiatan  pelaksanaan
Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu (Kayu dan/a;/au HHBK? untuk skala usaha Pengawasan PBPHH (Kayu|
28 | 03 | 1.07 | 0004 |dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang|' ' 23| jan/atau HHBK) untuk skala usahal Laporan
) o kecil dan menengah yang menjadi " i
menjadi kewenangan provinsi P kecil dan menengah yang menjadi|
kewenangan provinsi .
kewenangan provinsi
Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu 1. Pemerintah Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan Menengah|Terpenuhinya kebutuhan bahan baku dan|Jumlah Unit managemen PBPHH|
h. 90 Y Lokasi : 28 03 | 1.06 | 0006 |untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/ataufakses Pasar bagi PBPHH Skala kecil dan |(kayu dan/atau HHBK) skala Kecil| Unit Managemen
Hayati 2. Masyarakat N
HHBK) dan Pasar menengah dan menengah beroperasi
Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan 1. Pemerintah Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan Menengah|Terpenuhinya kebutuhan bahan baku dan|Jumlah Unit managemen PBPHH
i |, V! " . Y 9 Lokasi : 28 03 | 1.06 | 0006 |untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau|akses Pasar bagi PBPHH Skala kecil dan |(kayu dan/atau HHBK) skala Kecil| Unit Managemen
tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya 2. Masyarakat .
HHBK) dan Pasar menengah dan menengah beroperasi
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan| Terlaksananya Penguatan dan|Jumlah Kelompok Tani Hutan yang|
28 | 05 |1.01]|0002|; "9 ; ping 938N bendampingan Kelembagaan Kelompok|Mandiri yang Mengikuti Penguatan|  Kelompok
Kelompok Tani Hutan n .
Tani Hutan dan Pendampingan Kelembagaan
. |Pengawasan perizinan berusaha pengelolahan hasil Dokumen/ 1. Pemerintah
+hutan (PBPHIH) Rekomendasi 2. Masyarakat Pemantauan Rencana Kerja Operasional| Terlaksananya  Pemantauan/Monitoring| Tertib pelaporan RKOPHH untuk|
Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk|pelaporan RKOPHH untuk PBPHH (Kayu|Pemegang PBPHH (Kayu dan| Unil
. " " . it M:
28 03 |1.07 | 0006 PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan|dan HHBK) skala usaha kecil dan{HHBK) skala wusaha kecil dan| nit Managemen
menengah yang menjadi kewenangan provinsi menengah menengah
dan/atau dalam rangkaj Terlaksananya  Pembinaan  dan/atau j:nmllaa(!u Perl;aap\zrazr;n dal:;mbmaan
28 03 | 1.04 | 0008/, ! o ) 9 Pengawasan dalam Rangka 9 o Laporan
Pengembangan Rehabilitasi Lahan " Rangka Pengembangan Rehabilitasi|
Pengembangan Rehabilitasi Lahan Lahan
Fasilitasi hak akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH|Terpenuhinya hak akses Sl- RPBBPHH f;’a";':h da‘:g{ﬁ;"i'":g;’;‘esrl‘(a;si:;:
k.|Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Laporan ; ;Zr;ea”rr;f; 28 03| 1.06 | 0005 |(Kayu dhan/atau HHdE};) Skala Kec“. gan gigll EBF.’"—LH (Kayu d:n/atau HHBK) dan menengah yang memiliki Hak| Unit Managemen
. Masy: menengah yang menjadi kewenangan provinsi ala Kecil dan menengal Akses S-RPBBPHH
Laporan kegiatan Pengendalian|
Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK)|Terlaksananya Pengendalian PBPHH|PBPHH (Kayu dan/atau HHBK)
28 | 03 |1.07|0005|skala kecl dan menengah yang menjadi|(Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan|skala kecil dan menengah dan| Unit Managemen
kewenangan provinsi menengah Tindaklanjutnya berupa
pengenaan Sanksi Adminsitratif
Pemantauan Rencana Kerja Operasional| Terlaksananya  Pemantauan/Monitoring| Tertib  pelaporan RKOPHH untuk
Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan 1. Pemerintah Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk|pelaporan RKOPHH untuk PBPHH (Kayu|Pemegang PBPHH (Kayu dan "
" |Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun Dokumen 2. Masyarakat 28 | 03 | 1070006 ppppiy'(Kayu dan HHEK) skala usaha kecil dan|dan HHBK) skala usaha kecil dan|HHBK) skala usaha kecil dan| UM Managemen
menengah yang menjadi kewenangan provinsi menengah menengah
Terlaksananya Pengawasan PBPHH Laporan  Kegiatan  pelaksanaan
Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil 1. Pemerintah Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu (Ka udan/alyau HHBKS);umuk skala usaha Pengawasan PBPHH (Kayul|
Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 Laporan ) 28 03 | 1.07 | 0004 |dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang| i . __.ldan/atau HHBK) untuk skala usaha Laporan
. 2. Masyarakat N o kecil dan menengah yang menjadi " -
m3/Tahun menjadi kewenangan provinsi K P kecil dan menengah yang menjadi
ewenangan provinsi hg
kewenangan provinsi
I . Terlaksananya  pelayanan  Perizinan
;Z:"'S:'han Z‘:lsaiﬁlnuat;;n (PPB?:E)ar}La UB:;:ZZE Berusaha Pengolahan Hasil Hutan|Jumlah permohonan PBPHH Kayu,
Lo : ) ) 28 | 03 | 1.06|0007|; "9 : V! "8 pBPHH) Kayu dan/atau Bukan Kayu|dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan| Unit Managemen
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi " o N N
. " L skala dan menengah kecil yang menjadi| menengah yang dilayani
Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan 1. Pemerintah kewenangan provinsi kewenangan provinsi
n |Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem| Dokumen 2' Masyarakat gan p - -
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara - Vasy Laporan  kegiatan ~ Pengendalian
Elektronik Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK)|Terlaksananya Pengendalian PBPHH[PBPHH (Kayu dan/atau HHBK)|
28 03 | 1.07 [ 0005 |skala kecil dan menengah yang menjadi|(Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan|skala kecil dan menengah dan| Unit Managemen
kewenangan provinsi menengah Tindaklanjutnya berupa
pengenaan Sanksi Adminsitratif
o|Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Spesies dan
Genetik
Terlaksananya Pengendalian dan Jumiah Laporan Pengendalian dan
1) Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak| 1. Pemerintah Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan| Pen awasany Tumbuhag dan Satwa Liar] Pengawasan Tumbuhan dan Satwal
Dilindungi dan tidak termasuk Appendix CITES Entitas : 28 | 04 | 1.02|0001|Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak|, o9 : N ° Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi Laporan
" . 2. Masyarakat . (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau 4
melalui pengawasan, patroli dan sosialisasi Masuk dalam Lampiran CITES dan/atau  Tidak Masuk dalam|
Tidak Masuk dalam Lampiran CITES N
Lampiran CITES
2) Pengelolaan Kawasan bernilai ekosistem penting 1. Pemerintah Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan|Terlaksananya Pengelolaan  Daerah|Luas  Daerah  Penyangga  di
dan daerah penyangga KSA/KPA melalui invent Hektar ) 28 04 | 1.03 | 0006 |Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah|Penyangga di  Kawasan  Bernilail Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Ha
" N " 2. Masyarakat . N - .
potensi kehati spesies dan genetik Provinsi Ekosistem Penting yang Dikelola
3) Penyusunan Profil Kehati, Spesies dan Genetik| 1. Pemerintah Penyusunan dan Penetapan Rencana|Rencana Induk Pengelolaan|{Jumlah Dokumen Rencana Induk
- Dokumen 1" 04 | 1.01|0001 " " . " . Dokumen
Daerah Provinsi 2. Masyarakat Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Keanekaragaman Hayati yang Disusun | Pengelolaan Kehati yang Disusun
4) Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati, Dokumen 1. Pemerintah 1 04 | 1.01| 0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana|Rencana Induk Pengelolaan|Jumlah Dokumen Rencana Induk Dokumen
Spesies dan Genetik Daerah Provinsi 2. Masyarakat . Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Keanekaragaman Hayati yang Disusun Pengelolaan Kehati yang Disusun




No| Program Kegiatan Output Penerima Manfaat Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Kinerja Indikator Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5) Pengembangan sistem data base kehati daerah : 1. Pemerintah Pengelolaan  Sarana  dan  Prasarana|Sarana dan Prasarana Keanekaragam|  Man Sarana  dan Prasarana )
e Unit 11 04 | 1.01 | 0007 " N . Keanekaragaman Hayati yang Unit
provinsi (Balai Kliring) 2. Masyarakat Keanekaragam Hayati Hayati yang Dikelola Dikelola
6) Penyusunan dan Pengembangan Desain Dasar| Sistem 1. Pemerintah 1 04 | 1.01]0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana|Rencana Induk Pengelolaan{Jumlah Dokumen Rencana Induk| Dokumen
Pencadangan Sumber Daya Alam Hayati 2. Masyarakat : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Keanekaragaman Hayati yang Disusun Pengelolaan Kehati yang Disusun
7) Pembinaan dan edukasi kepada Kabupaten/kota ’ " . "
terkait pencadangan sumber daya alam hayati dan| . 1. Pemerintah Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan| Men!ngkatnya ]umlah orang  yang Jumla?.l Orang yang Meningkat
e . " Lokasi " 04 | 1.01|0006|(SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman|Meningkat Kapasitasnya dalam|Kapasitasnya dalam Pengelolaan Orang
Kawasan/Area dengan Nilai Kehati Tinggi di luar| 2. Masyarakat " N "
Hayati Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Keanekaragaman Hayati
Kawasan hutan dan kawasan Konservasi
8) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan|
Ekosistem Esensial :
Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan| Luas kawasan hutan yang
1. Pemerintah 28 03 | 1.05 | 0007 Kawasan Hutan Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan dilakukan pengamanan hutan Ha
a) Patroli Pengamanan bersama Masyarakat Lokasi 2.M kat
Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran|Terlaksananya Pengamanan Peredaran|Jumlah penanganan peredaran hasil .
28 | 03 | 1.05 /0009, 0 Hutan llegal Hasil Hutan llegal hutan ilegal (llegal logging dan TSL) Operasi
. . 1. Pemerintah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
b) Penyediaan Sarpras Pengelolaan Unit 2. Masyarakat XX 01 | 1.07 Urusan Pemerintah Daerah
1. Pemerintah Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan| Terlaksananya Penguatan ﬁ?pasnas dan Jumlah an
¢) Pendidikan/Penelitian dan Penyadartahuan Orang : 28 | 04 | 1.03|0005|Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem| - oo o) aa " " neompo akatyang Orang
2. Masyarakat ’ Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan|Diberdayakan
Penting Kewenangan Daerah Provinsi s
Daerah Provinsi
d) Inventarisasi/Monitoring Potensi Kehati Dokumen 1. Pemerintah 1 04 | 1.01] 0001 Penyusunan dan Penetapan . Rencana|Rencana Induk ‘ Pepgelolaan Jumlah Dokumen. Renca.na Induk| Dokumen
2. Masyarakat Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Keanekaragaman Hayati yang Disusun | Pengelolaan Kehati yang Disusun
1. Pemerintah Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan|Terlaksananya Pengelolaan  Daerah|Luas Daerah  Penyangga di
e) Pemulihan Ekosistem/ Pembinaan Habitat Hektar . 28 04 | 1.03 | 0006 |Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah|Penyangga di Kawasan Bernilai| Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Ha
2. Masyarakat I ) " .
Provinsi Ekosistem Penting yang Dikelola
4 |Pemberdayaan Fasilitasi penyiapan akses legal PS dalam bentuk|
y dan|a.|Per D, ' HKm Pengelolaan
Perhutanan HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat
Sosial . " ™
28 05 | 1.01 | 0008 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Terlaksananya  Peningkatan  Kualitas|Jumlah KUPS yang ditingkatkan Unit
KUPS Kualitasnya
1) Operasional POKJA PPS Jumlah Kegiatan POKJA PPS Provinsi
28 05 | 1.01 | 0008 |Penyiapan Perhutanan Sosial Terfasilitasinya penerbltan_ persetujuan|Luas Kawasan yang disiapkan untuk] Hektar
pengelolaan perhutanan sosial Perhutanan Sosial
28 | 05 | 1.01| 0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Ifjrfgsa”a”ya Peningkatan  Kualitas JK“"‘I'fh KUPS yang  ditingkatkan Unit
N . Kelompok Masyarakat ualitasnya
2) Sosialisasi tingkat tapak Jumlah lokasi
sekitar Hutan Terfasilitasinya penerbitan  persetujuan|Luas Kawasan yang disiapkan untuk
28 | 05 | 1.01|0008 |Penyiapan Perhutanan Sosial va p _persety] yang disiap Hektar
pengelolaan perhutanan sosial Perhutanan Sosial
28 05 | 1.01 [ 0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial ;Erllj!gsananya Peningkatan  Kualitas .}J(umllfh KUPS yang  ditingkatkan Unit
3) Pendampingan dan Fasilitasi Permohonan| Jumlah Calon Lokasi Kelompok Masyarakat ualitasnya
persetujuan pengelolaan PS sekitar Hutan e ) . .
28 05 | 1.01 | 0008 |Penyiapan Perhutanan Sosial Terfasilitasinya penerbltan_ persetujuan|Luas Kawasan yang disiapkan untuk] Hektar
pengelolaan perhutanan sosial Perhutanan Sosial
. Terlaksananya  Peningkatan  Kualitas|Jumlah KUPS yang ditingkatkan "
4) Pendampingan dan Fasiitasi Permohonan| Jumlah Pemegang 28 05 | 1.01 | 0009 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial KUPS Kualitasnya Unit
" . Kelompok Masyarakat
Perubahan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Persetujuan
Sosial; Pengelolaan PS sekitar Hutan Terfasilitasinya penerbitan persetujuan|Luas Kawasan yang disiapkan untuk|
g 9 28 | 05 | 1.01|0008 |Penyiapan Perhutanan Sosial va p _persety] yang disiap Hektar
pengelolaan perhutanan sosial Perhutanan Sosial
28 05 | 1.01 [ 0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial lzrllpagsananya Peningkatan  Kualitas ‘}J(umllfh KUPS yang  ditingkatkan Unit
5) Pendataan potensi konflik Tenurial dan Hutan . . ualitasnya
Adat Jumlah Lokasi Konflik| Masyarakat yang berkonflik
28 05 | 1.01 | 0008 |Penyiapan Perhutanan Sosial Terfasilitasinya penerbltan_ persetujuan|Luas Kawasan ){ang disiapkan untuk]| Hektar
pengelolaan perhutanan sosial Perhutanan Sosial
6). Easll\tasl Penanganan konflik tenurial dan hutan| Jumlah Lokasi Konflik| Masyarakat yang berkonfiik 28 05 | 1.01 | 0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial Terfasilitasinya penerbltan. persetujuan|Luas Kawasan yang disiapkan untuk| Hektar
adat; pengelolaan perhutanan sosial Perhutanan Sosial
28 | 05 | 1.01| 0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial ;E'g";sa”a”ya Peningkatan  Kualitas JK”’“I""“ KUPS yang  ditingkatkan Unit
7). Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan| Jumlah Komunitas ualitasnya
K MHA
Daerah MHA, dan/atau MHA Terfasilitasinya penerbitan  persetujuan|Luas Kawasan yang disiapkan untuk
28 | 05 | 1.01|0008 |Penyiapan Perhutanan Sosial va p _perselu) yang disiap Hektar
pengelolaan perhutanan sosial Perhutanan Sosial
28 05 | 1.01 [ 0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial '}Eeur:ja;sananya Peningkatan  Kualitas ‘}iuanh KUPS yang  ditingkatkan Unit
8) Fasilitasi pengakuan dan perlindungan kearifan Aeeriman Komunitas MHA dan ualitasnya
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lokal Pengampu kearifan lokal e ) . .
28 05 | 1.01 | 0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial Terfasilitasinya penerbltan. persetujuan|Luas Kawasan yang disiapkan untuk| Hektar
pengelolaan perhutanan sosial Perhutanan Sosial
b.|Fasilitasi peningkatan Kelas kelompok Usaha
Perhutanan Sosial (KUPS)
28 05 | 1.01 [ 0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial ;Er‘laagsananya Peningkatan  Kualitas .}J(umllah KUPS yang ditingkatkan Unit
1) Fasilitasi Penyusunan Rencana ualitasnya
Keria/P ol Kel K Perhut Sosial Jumlah Dokumen KUPS
erja/Pengelolaan Kelompok Ferhutanan Sosial . . Terfasilitasinya penerbitan persetujuan|Luas Kawasan yang disiapkan untuk|
28 05 | 1.01 [ 0008 |Penyiapan Perhutanan Sosial . 4 Hektar
pengelolaan perhutanan sosial Perhutanan Sosial
28 05 | 1.01 [ 0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial ;Er'lgagsananya Peningkatan  Kualitas ‘}illjj::;sn;ups yang  ditingkatkan Unit
28 05 | 1.01 | 0008 |Penyiapan Perhutanan Sosial Terfasilitasinya penerbnan_ persetujuan|Luas Kawasan ){ang disiapkan untuk]| Hektar
pengelolaan perhutanan sosial Perhutanan Sosial
2) Pelathan pengembangan usahal/kerjasama Jumlah KUPS KUPS
usaha 28 05 | 1.01 | 0004 Peningkatan ~ Kapasitas dan  Kompetensi| Terlaksananya Peningkatan Kapasitas|Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Oran
) Penyuluh Kehutanan untuk Penyuluh Kehutanan Dilakukan Peningkatan Kapasitas 9
28 05 | 1.01 | 0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM|Terlaksananya SDM bidang Kehutanan|Jumlah SDM bidang kehutanan yang Orang
. Bidang Kehutanan yang Meningkat meningkat kapasitasnya
28 05 | 1.01 | 0004 Peningkatan ~ Kapasitas ~dan  Kompetensi| Terlaksananya Peningkatan Kapasitas|Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Oran
) Penyuluh Kehutanan untuk Penyuluh Kehutanan Dilakukan Peningkatan Kapasitas 9
3) Pelatihan pengembangan kewirausahaan Jumlah KUPS KUPS 28 05 | 1.01 | 0007 Pgningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Terlaksan_anya SDM bidang Kehutanan| Juml_ah SDM bid?ng kehutanan yang Orang
Bidang Kehutanan yang Meningkat meningkat kapasitasnya
28 05 | 1.01 [ 0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial ;Er'laagsananya Peningkatan  Kualitas il;;l;:sn;UPS yang - ditingkatkan| Unit
28 | 05 | 1.01| 0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Izrfgsa”a”ya Peningkatan  Kualitas JK‘:J’:I';‘:S";UPS yang  ditingkatkan| Unit
4) Penguatan kelembagaan kelompok perhutanan Jumlah KUPS KUPS 28 05 | 1.01 | 0004 Peningkatan ~ Kapasitas ~dan  Kompetensi| Terlaksananya Peningkatan Kapasitas|Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Oran
sosial ) Penyuluh Kehutanan untuk Penyuluh Kehutanan Dilakukan Peningkatan Kapasitas 9
28 05 | 1.01|0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM)|Terlaksananya SDM bidang Kehutanan|Jumlah SDM bidang kehutanan yang| Orang
. Bidang Kehutanan yang Meningkat meningkat kapasitasnya
28 | 05 | 1.01| 0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Izrfgsa”a”ya Peningkatan  Kualitas JK‘:J’:I';‘:S";UPS yang  ditingkatkan| Unit
5) Pembangunan agroforestry Jumlah KUPS KUPS
28 05 | 1.01 | 0008 |Penyiapan Perhutanan Sosial Terfasilitasinya penerbltan_ persetujuan|Luas Kawasan y_ang disiapkan untuk| Hektar
pengelolaan perhutanan sosial Perhutanan Sosial
6) Pemberian bantuan alat ekonomi produktif Paket KUPS 28 | 05 | 1.01|0009|Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial ;ﬁ";;sa”a”ya Peningkatan  Kualitas iﬂ;;sn;ups yang _ ditingkatkan Unit
7) Pendampingan kelompok Perhutanan Sosial
a) Sarpras pendukung pelaksanaan Unit 1. Pemerintah XX o1 | 107 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
pendampingan 2. KUPS ) Urusan Pemerintah Daerah
28 05 | 1.01 [ 0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial lzrlljxgsananya Peningkatan  Kualitas ‘é‘;ﬂ:;snzups vang  ditingkatkan Unit
b " " . . . Terfasilitasinya penerbitan persetujuan|Luas Kawasan yang disiapkan untuk|
) Operasional Pendamping Jumlah Pendamping KUPS 28 05 | 1.01 [ 0008 |Penyiapan Perhutanan Sosial : 3 Hektar
pengelolaan perhutanan sosial Perhutanan Sosial
28 05 | 1.01 | 0004 Peningkatan ~ Kapasitas dan  Kompetensi| Terlaskananya Peningkatan Kapasitas|Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Oran
) Penyuluh Kehutanan dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan Dilakukan Peningkatan Kapasitas 9
c). Peningkatan kapasitas Pendamping PS Jumlah Pendamping KUPS
28 05 | 1.01 | 0004 Peningkatan ~ Kapasitas ~dan  Kompetensi| Terlaskananya Peningkatan Kapasitas|Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Oran
. Penyuluh Kehutanan dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan Dilakukan Peningkatan Kapasitas 9
28 05 | 1.01| 0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM)|Terlaksananya SDM bidang kehutanan{Jumlah SDM bidang kehutanan yang| Orang

Bidang Kehutanan

yang meningkat

meningkat kapasitasnya
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Terlaksananya Sertifikasi  Kompetensi Jumiah SDM Bidang - Kehutanan
28 05 | 1.01 [ 0005 | Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan ¥ P yang memiliki sertifikat kompetensi Orang
SDM Bidang Kehutanan ! .
meningkat jumlahnya
28 05 | 1.01 | 0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Terlaksananya  Peningkatan  Kualitas|Jumlah KUPS yang ditingkatkan Unit
KUPS Kualitasnya
8) Pengawasan dan Penaandalian PS
28 05 | 1.01 | 0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Terlaksananya  Peningkatan  Kualitas|Jumlah KUPS yang ditingkatkan Unit
KUPS Kualitasnya
- " . 1. Pemerintah
a) Monitoring dan Evaluasi Kelompok PS Kegiatan 2. KUPS
28 05 | 1.01 | 0008 |Penyiapan Perhutanan Sosial Terfasilitasinya penerbltanl persetujuan|Luas Kawasan Yang disiapkan untuk] Hektar
pengelolaan perhutanan sosial Perhutanan Sosial
28 05 | 1.01 | 0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Terlaksananya  Peningkatan  Kualitas|Jumlah KUPS yang ditingkatkan Unit
: KUPS Kualitasnya
. 1. Pemerintah
b) Sarpras pendukung pelaksanaan Monev Unit 2. KUPS
28 05 | 1.01 | 0008 |Penyiapan Perhutanan Sosial Terfasilitasinya penerbnan. persetujuan|Luas Kawasan yang disiapkan untuk| Hektar
pengelolaan perhutanan sosial Perhutanan Sosial
c.|Pemberian Akses Kelola Masyarakat Pemberdayaan
Masyarakat disekitar kawasan suaka alam dan
kawasan ian alam
1) Inventarisasi dan Verifikasi Potensi Pemberdayaan Terfasilitasinya penerbitan persetujuan|Luas Kawasan yang disiapkan untuk|
Masyarakat disekitar kawasan suaka alam dan Hektar Masyarakat 28 05 | 1.01 [ 0008 |Penyiapan Perhutanan Sosial va_ p P d yang P Hektar
f pengelolaan perhutanan sosial Perhutanan Sosial
kawasan pelestraian alam
28 05 | 1.01 | 0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Terlaksananya  Peningkatan  Kualitas| Jumlah KUPS yang ditingkatkan Unit
KUPS Kualitasnya
2) Pembentukan/Penguatan Kelembagaan Desa/Kelompok
28 05 | 1.01 | 0008 |Penyiapan Perhutanan Sosial Terfasilitasinya penerbnan. persetujuan|Luas Kawasan yang disiapkan untuk| Hektar
pengelolaan perhutanan sosial Perhutanan Sosial
28 05 | 1.01 | 0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Terlaksananya  Peningkatan  Kualitas|Jumlah KUPS yang ditingkatkan Unit
KUPS Kualitasnya
3) Perjanjian Kerja Sama Perjanjian
28 05 | 1.01 | 0008 |Penyiapan Perhutanan Sosial Terfasilitasinya penerbltan_ persetujuan|Luas Kawasan y_ang disiapkan untuk| Hektar
pengelolaan perhutanan sosial Perhutanan Sosial
4) Pelatihan Masyarakat Kelompok Masyarakat 28 05 | 1.01 0007 P_emngkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Terlaksan_anya SDM bidang kehutanan Juml_ah SDM bldgng kehutanan yang Orang
Bidang Kehutanan yang meningkat meningkat kapasitasnya
d.|Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif|
Masyarakat Desa di sekitar disekitar kawasan suaka
alam dan kawasan ian alam
1) Invengarlsasl dan Verifikasi Potensi Usaha DesalKelompok Masyarakat 28 05 | 1.01 | 0008 |Penyiapan Perhutanan Sosial Terfasilitasinya penerbltan_ persetujuan|Luas Kawasan y_ang disiapkan untuk| Hektar
Ekonomi Masyarakat Desa pengelolaan perhutanan sosial Perhutanan Sosial
. Terlaksananya Penguatan dan|Jumlah Kelompok Tani Hutan yang|
28 | 05 | 1.01|0002|Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan|p, ingan K Mandiri yang Mengikuti Penguatan|  Kelompok
Kelompok Tani Hutan Tani Hutan dan Pendampingan Kelembagaan
2) Pembentukan Kelembagaan Kelompok ping: g
28 05 | 1.01 | 0007 F‘_enmgkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Terlaksan_anya SDM bidang kehutanan Juml_ah SDM bldsfmg kehutanan yang Orang
Bidang Kehutanan yang meningkat meningkat kapasitasnya
28 05 | 1.01 | 0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Terlaksananya  Peningkatan  Kualitas|Jumlah KUPS yang ditingkatkan Unit
KUPS Kualitasnya
3) Pelatihan Masyarakat Kelompok
28 05 | 1.01 | 0007 F'_enmgkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Terlaksan_anya SDM bidang kehutanan Juml_ah SDM bldzfmg kehutanan yang Orang
Bidang Kehutanan yang meningkat meningkat kapasitasnya
4) Pemberian Bantuan Usaha Unit Masyarakat 28 05 | 1.01 [ 0009 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Terlaksananya  Peningkatan  Kualitas|Jumiah KUPS yang ditingkatkan Unit
KUPS Kualitasnya
€ [Dukungan fasilitasi Pembentukan dan|
P gan i Area D pment (IAD)
berbasis Perhutanan Sosial di kabupaten/kota dalam)
satu provinsi melalui :
28 05 | 1.01 | 0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Terlaksananya  Peningkatan  Kualitas|Jumlah KUPS yang ditingkatkan Unit
KUPS Kualitasnya
1) Fasilitasi penguatan sinergitas dan kolaborasij 1. Pemerintah
multipihak dalam pengembangan IAD di wilayah Kegiatan 2' M(:s earakaat
kabupaten/kota dalam satu provinsi B ¥ Terasistensinya Perangkat Daerah dalam|Jumlah Laporan Hasil Asistensi
01 03 | 1.02 | 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan|mneyusun Dokumen Perencanaan|Penyusunan Dokumen Perencanaan Laporan
. Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Pembangunan Perangkat Daerah Bidang|Pembangunan Perangkat Daerah|
S| Bidang SDA




No| Program Kegiatan Output Penerima Manfaat Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Kinerja Indikator Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
28 05 | 1.01 | 0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Terlaksananya  Peningkatan  Kualitas| Jumlgh KUPS yang ditingkatkan| Unit
KUPS Kualitasnya
2) Fasilitasi penyusunan dan pengesahan dokumen Kegiat 1. Pemerintah
IAD cgiatan 2. Masyarakat
B Terasistensinya Perangkat Daerah dalam|{Jumlah Laporan Hasil Asistensi
o1 03 | 1.02 | 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan|mneyusun Dokumen Perencanaan|Penyusunan Dokumen Perencanaan Laporan
. Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Pembangunan Perangkat Daerah Bidang|Pembangunan Perangkat Daerah| P
SDA Bidang SDA
3) Dukungan verfikasi teknis dalam proses pemberian Dokumen / Berita 1. Pemerintah Terfasilitasinya penerbitan persetujuan|Luas Kawasan yang disiapkan untuk|
. 3 Acara Verfikasi ) 28 05 | 1.01 | 0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial . 4 Hektar
persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; Teknis 2. Masyarakat pengelolaan perhutanan sosial Perhutanan Sosial
4) Fasilitasi pengembangan usaha, meliputi :
a) Fasilitasi penyusunan rencana kelola PS/rencana 1. Pemerintah . Terlaksananya  Peningkatan  Kualitas|Jumlah KUPS yang ditingkatkan "
kerja tahunan dan pembentukan KUPS Jumlah KPS 2. Masyarakat 28 05 | 1.01 [ 0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial KUPS Kualitasnya Unit
1. Pemerintah Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Terlaksananya _Peningkatan  Kapasitas Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata
b)Easilitasi terbentuknya kelompok sadar wisata Jumlah Kelompok : 26 02 | 1.01 | 0008 ningk pasl 9 Y3|SDM  dalam Pengelolaan Daya Tarik ! Feng va Orang
2. Masyarakat Tarik Wisata Provinsi " - yang ditingkatkan kapasitasnya
Wisata Provinsi
c) Fasilitasi penguatan kelembagaan KPS sebagail 1. Pemerintah Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola| Jumiah Koperasi yang Dilakukan
" peng 9 9 Jumlah KPS : 17 03 | 1.01 [ 0003 |Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi gua Penguatan Tata Kelola Unit Usaha
koperasi 2. Masyarakat Kelembagaan Koperasi .
Kelembagaan Koperasi
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Berkembangnya UMKM Mep!adl Qsaha Jumlah Unit Usaha FJMKM yang
- . yang Tangguh dan Mandiri sehingga|Tangguh dan Mandiri Sehingga
— ! Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga . . .
d) Fasilitasi penguatan kelembagaan KPS sebagai 1. Pemerintah . ) >~ "|dapat Meningkatkan Penciptaan|dapat Meningkatkan Penciptaan .
Jumlah KPS 17 07 | 1.01 [ 0001 |dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, " " Unit Usaha
KM 2. Masyarakat ’|Lapangan Kerja, Pemerataan|Lapangan Kerja, Pemerataan
Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, . "
s Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan|Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi,|
dan Pengentasan Kemiskinan . L
Pengentasan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan
Terpenuhinya Pendampingan Jumlah kelompok Masyarakat yang|
Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses| P v pingan, memperoleh Pendampingan,
" . - |Kemudahanan Akses limu Pengetahuan,
" " " KUPS Pembudidaya 1. Pemerintah limu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, ) " Kemudahanan Akses limu
e)Fasilitasi pelatihan kelautan dan perikanan » 25 02 | 1.03 | 0004 L Teknologi dan Informasi, Serta " Kelompok
ikan 2. Masyarakat Serta  Penyelenggaraan Pendidikan  dan - Pengetahuan, Teknologi dan|
" Penyelenggaraan Pendidikan dan .
Pelatihan Pelatihan Informasi, Serta Penyelenggaraan
et Pendidikan dan Pelatihan
f) Fasilitasi penguatan kerja sama usaha KPS| Jumlah BUMDEs/ 1. Pemerintah . Terlaksananya  Peningkatan  Kualitas|Jumlah KUPS yang ditingkatkan "
dengan BUMDes/BUMDesma BUMDesma 2. Masyarakat 28 05 | 1.01 | 0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial KUPS Kualitasnya Unit
13 04 | 1.01 | 0003 |Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Terlaksananya Fasilitasi  Penyusunan|Jumlah Dolfumen Produk Hukum| Dokumen
Produk Hukum Desa desa yang Ditetapkan
g) Penyusunan panduan avokasi dan kerja sama Kegi 1. Pemerintah . . -
egiatan
desa untuk Perhutanan Sosial 9 2. Masyarakat Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan,| Terlaksananya Fasilitasi  Penyusunan, glga:sui?‘kumen h?’ireri:aasr:!t::
13 04 | 1.01 [ 0004 |Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan|Perencanaan, Pelaksanaan dan V N y Dokumen
Pelaksanaan dan  Pengawasan|
Desa Pengawasan Pembangunan Desa
Pembangunan Desa
- . - Jumlah Dokumen Hasil
I ] . T I
m osialisast regul?lsl dana desa Dokumen 1. Pemerintah 13 04 | 1.01 | 0005 |Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Terlaksananya  Fasilitasi  Pengelolaan Terlaksananya Fasilitasi Dokumen
untuk Perhutanan Sosial 2. Masyarakat Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
Terfasilitasinya Pengembangan Usaha
Kecil menjadi Usaha menengah melaluij
i) Fasilitasi pendampingan untuk peningkatan usahal Kegiatan 1. Pemerintah 17 08 | 1.01 | 0003 |Pengembangan Usaha Kecil pendampingan, kgml(raan, Ferluasar\ Jumlarj _Usaha Kecil yang| Unit Usaha
(KUR) 2. Masyarakat pasar, akses pembiayaan dan investasi,| Terfasilitasi
pengembangan SDM, dan/atau kegiatan|
lainnya
i)Fasilitasi sertifikasi produk hasil hutan dari PS Kegiatan 1. Pemerintah 17 | 07 | 1.01 | 0011|Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha | Lo-asiltasinya Sertifikasi 9an| J imiah Usaha Kecil yang terfasilitasi| ~ Unit Usaha
2. Masyarakat Standarisasi Usaha
M. N " . " 1. Pemerintah I P . Terfasilitasinya Sertifikasi dan . "
k)Fasilitasi standarisasi produk hasil hutan dari PS Kegiatan 17 07 | 1.01 | 0011 |Fasilitasi Sertifikasi dan Star Usaha N Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi Unit Usaha
2. Masyarakat tandarisasi Usaha
- " I . - .. | Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan|Jumlah Kegiatan Pemasaran
1). Fasilitasi perluasan akses pasar/promgm KUPS| Kegiatan 1. Pemerintah 2% 03 | 1.01 | 0006 Fasilitasi Kegiatan Pe_masaran Pariwisata Baik| Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan|Pariwisata Baik Dalam dan Luar Kegiatan
melalui LKPP, e-comerce, pameran, promosi, dil 2. Masyarakat Dalam dan Luar Negeri . )
Luar Negeri Negeri
" T . . Terlaksananya  Pelatihan,  Bimbingan|Jumlah Orang yang mengikuti
m). Bimbingan teknis pengembangan ekowisata Kegiatan 1. Pemerintah 26 | 05 | 1.02 | o001 |Pefatinan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan| -, o ™ 4an " pendampingan Ekonomi| Pelatinan, Bimbingan Teknis, dan| Orang
2. Masyarakat Ekonomi Kreatif " . 3
Kreatif Pendampingan Ekonomi Kreatif
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Kegiatan yang diberikan kepada unit|
usaha berupa pembinaan,
fasilitasi,pemantauan, dan evaluasi
Pelaksanaan ~ Bimbingan dan  Penerapan Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit terhadap mutu dan keamanan hasil
n) B\mblngan_ teknis  pengembangan Kegiatan 1. Pemerintah 25 06 | 1.02 | 0004 Persyaratan atau Standar Pada Usaha Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan yang berdaya saing serta Kegiatan
pembudidayaan ikan 2. Masyarakat Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah " . ... | pemberdayaan usaha dalam rangka
Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko .
dan Besar menghasilkan produk yang aman|
dan bermutu untuk dikonsumsi atau|
digunakan, dan berdaya saing|
berdasarkan skala usaha dan risiko
o)Fasilitasi pembangunan rumah kemasan Unit 1. Pemerintah 28 05 | 1.01 [ 0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Terlaksananya  Peningkatan  Kualitas|Jumlah KUPS yang ditingkatkan Unit
2. Masyarakat KUPS Kualitasnya
Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan|Tersedianya benih bersertikat| Jumlah benih bersertifikat|
27 02 |1.02 0012 Berbentuk Batang Perkebunan Berbentuk Batang Perkebunan Berbentuk Batang Batang
e . 1. Pemerintah
p)Fasilitasi bantuan bibit tanaman Batang
2. Masyarakat Terlak: Pembi Perbenihan|Jumlah  kegiat: bi
28 | 03 | 1.09 | 0008 |Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan eriaksananya Pembinaan Perbeninan).umiah kegialan pembinaan yang Kali
Tanaman Hutan dilaksanakan dalam setahun
" " 1. Pemerintah " Terlaksananya  Peningkatan  Kualitas|Jumlah KUPS yang ditingkatkan "
q)Fasilitasi pengembangan desa wisata Desa 2. Masyarakat 28 05 | 1.01 | 0009 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial KUPS Kualitasnya Unit
5)[Penyediaan sarana dan prasarana
Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Jumiah Pengawasan Ketersediaan
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, va ® . dan Sebaran Pupuk, Pestisida,
27 02 | 1.01 (0001 . Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Saranal,, . Laporan
dan Sarana Pendukung Pertanian . Alsintan, dan Sarana Pendukung
Pendukung Pertanian )
Pertanian
o | . - " o Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi|Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan
a) Fasilitasi bantuaan sarana prasana produksi " 1. Pemerintah ! §
) . P P Unit 27 03 | 1.01 | 0009 Koordinasi, Sinkronisasi . dan_ Penataan) dan Penataan Prasarana Pendukung|Penataan Prasarana Pendukung Laporan
pertanian 2. Masyarakat Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya . . n .
Pertaninan Lainnya Pertanian Lainnya
. " Jumlah  prasarana  pascapanen
27 03 | 1.01]0017 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana| Terkendali dan termanfaatkannyal perkebunan yang dikendalikan dan| Unit
Pascapanen Perkebunan prasarana pascapanen Perkebunan N
dimanfaatkan
Penyediaan  Prasarana Usaha  Perikanan Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan|Jumlah Prasarana Usaha Perikanan
25 03 | 1.01 | 0002 Y Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan|Tangkap yang Tersedia di Wilayah Unit
Tangkap ! . "
12 Mil Laut sampai dengan 12 Mil
b)Fasilitasi bantuan sarana prasana Uni 1. Pemerintah
. nit
perikanan 2. Masyarakat
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dil ro oo y; Prasarana Pembudidayaan|Jumlah Prasarana Pembudidayaan )
25 04 | 1.05 | 0002 |Laut " " Unit
Ikan di Laut Ikan di Laut
c)Fasilitasi pembangunan akses jalan ke lokasi PS Unit 1. Pemerintah 28 05 | 1.01 [ 0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Terlaksananya  Peningkatan  Kualitas|Jumlah KUPS yang ditingkatkan Unit
2. Masyarakat KUPS Kualitasnya
1. Pemerintah Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana| Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan ‘éi?lagola::ra?esﬁg::i E;arisv?i;aar::
d)Fasilitasi sarana prasarana wisata KUPS Unit . 26 02 | 1.03 [ 0004 |dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi|Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi 9 ) Unit
2. Masyarakat . -~ o L Provinsi yang  Tersedia dan|
Pariwisata Provinsi Pariwisata Provinsi "
Terpelihara
e) Fasilitasi peningkatan sarana prasarana akses| ; 1. Pemerintah ) Terlaksananya  Peningkatan  Kualitas|Jumlah KUPS yang ditingkatkan| ’
telekomunikasi KUPS Unit 2. Masyarakat 28 05 | 1.01 [ 0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial KUPS Kualitasnya Unit
6)| Pendampingan
. Terlaksananya Penguatan dan|Jumlah Kelompok Tani Hutan yang|
28 | 05 | 1.01|0002|Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan| p, ingan K Mandiri yang Mengikuti Penguatan|  Kelompok
Kelompok Tani Hutan . .
Tani Hutan dan Pendampingan Kelembagaan
Jumlah Kelompok Petani yang
27 07 | 1.02 | 0002 Pelak§anaan Penyuluhan dan Pemberdayaan|Terlaksananya Renyuluhan dan Mendapat Penyuluhan dan Kelompok
Petani Pemberdayaan Petani
Pemberdayaan




Program Kegiatan Output Penerima Manfaat Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Kinerja Indikator Satuan
2 3 4 5 6 7 8 9
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan| Jumiah Dokumen Hasil Fasilitasi
a)Operasional pendamping Orang 1. Pemerintah Fasiltasi Pengembangan Usaha ~ Ekonomif o Ekyonomi Mas argkal gan Pengembangan Usaha Ekonomi
2. Pendamping Masyarakat| 2 | 13 | 05 |1.01 |0005|Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam . yarake Masyarakat dan Pemerintah Desa| Dokumen
. " Pemerintah Desa dalam Meningkatkan .
Meningkatkan Pendapatan Asli Desa A dalam Meningkatkan Pendapatan|
Pendapatan Asli Desa "
Asli Desa
. . Jumlah kelompok Masyarakat yang
Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Terpenuhinya Pendampingan, memperoleh Pendampingan,
N y Kemudahanan Akses llmu Pengetahuan,
limu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, ) " Kemudahanan Akses limu
3 25 02 | 1.03 | 0004 o Teknologi dan Informasi, Serta . Kelompok
Serta  Penyelenggaraan Pendidikan  dan - Pengetahuan, Teknologi dan|
" Penyelenggaraan Pendidikan dan .
Pelatihan Pelatihan Informasi, Serta Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan
. . 1. Pemerintah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
b)Penyediaan sarana dan prasana pendamping Unit 2. Pendamping Masyarakat X | XX | 01 | 107 Urusan Pemerintah Daerah
3 28 05 | 1.01| 0004 Peningkatan ~ Kapasitas dan  Kompetensi| Terlaskananya Peningkatan Kapasitas|Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Oran
1. Pemerintah . Penyuluh Kehutanan dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan Dilakukan Peningkatan Kapasitas 9
c)Fasilitasi pengembangan kompetensi pendamping Orang 2. Pendamping Masyarakat ) ) - )
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM|Terlaksananya SDM bidang kehutanan|Jumlah SDM bidang kehutanan yang|
3| 28 | 05 [1.010007]. N " - Orang
Bidang Kehutanan yang meningkat meningkat kapasitasnya
7)[Pelatihan
: " " Jumlah penyuluh pertanian yang
3| 27| o7 | 1.01|o0004|PENVediaan ~dan - Peningkatan K Tersedia dan va tersedia dan ditingkatkan Orang
Penyuluh pertanian penyuluh pertanian "
kapasitasnya
Terpenuhinya Pendampingan, Jumlah kelompok Masyarakat yang
Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses P Y pingan, memperoleh Pendampingan,
N y Kemudahanan Akses llmu Pengetahuan,
limu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, ) " Kemudahanan Akses limu|
- . . . 3 25 02 | 1.03 | 0004 - Teknologi dan Informasi, Serta " Kelompok
a) Fasilitasi peningkatan kapasitas pendamping . 1. Pemerintah Serta  Penyelenggaraan Pendidikan  dan - Pengetahuan, Teknologi dan|
" Pendamping " Penyelenggaraan Pendidikan dan .
melalui pelatihan 2. Pendamping Masyarakat Pelatihan " Informasi, Serta Penyelenggaraan
Pelatihan . "
Pendidikan dan Pelatihan
3 28 05 | 1.01| 0007 Pgnlngkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Terlaksan?nya SDM bidang kehutanan Jum!ah SDM blde‘mg kehutanan yang Orang
Bidang Kehutanan yang meningkat meningkat kapasitasnya
Peningkatan ~ Kapasitas ~dan  Kompetensi| Terlaksananya Peningkatan Kapasitas|Jumlah Penyuluh Kehutanan yang
3 28 05 | 1.01 0004 Penyuluh Kehutanan untuk Penyuluh Kehutanan Dilakukan Peningkatan Kapasitas Orang
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi Termanfaatkannya  Teknologi  Inovasi|Jumlah Diseminasi Informasi Teknis,
3 27 07 | 1.02 | 0001 . . ’ " Pertanian yang Didesiminasikan oleh|Sosial, Ekonomi dan Inovasi Dokumen
i dan Inovasi Pertanian g :
b) Penyelenggaraan  sekolah lapang bagi Kegiatan 1. Pemerintah Penyuluh Pertanian Pertanian
pendamping 2. Pendamping Masyarakat Penyediaan  dan  Peningkatan K itas| Tersedia dan i jtas|Jumiah penyuluh - pertanian yang
3 27 07 | 1.01 | 0004 Y ) 9 va tersedia dan ditingkatkan Orang
Penyuluh pertanian penyuluh pertanian .
kapasitasnya
c) Fasilitasi penguatan kapasitas KPS dalam| 1. Pemerintah Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan| Terlaksananya Penguatan dan|Jumlah Kelompok Tani Hutan yang|
pemanfaatan teknologi tepat guna oleh Perguruan Jumlah KPS i 3 28 05 | 1.01 | 0002 9 " ping 9 Pendampingan Kelembagaan Kelompok|Mandiri yang Mengikuti Penguatan Kelompok
N 2. Pendamping Masyarakat Kelompok Tani Hutan h .
Tinggi Tani Hutan dan Pendampingan Kelembagaan
Terlaksananya Penelitian dan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian
5 05 02 | 1.03 [ 0007 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup V! . " dan Pengembangan Lingkungan Dokumen
Pengembangan Lingkungan Hidup Hidup
penelitan dan pengembangan yang mendukung . . N
8) pengembangan IAD berbasis PS Kegiatan Pemerintah
5 | 05 | 02 | 1.03|0008|Peneiiian dan Pengembangan Kehutanan Terlaksananya Penelitian dan|Jumlah Dokumen Hasil Penelitian| Dokumen
Pengembangan Kehutanan dan Pengembangan Kehutanan
o] ila. Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan
1)|Rehabilitasi hutan dan lahan dalam bentuk kegiatan
Pengelolaan . N
perlindungan hutan:
Hutan
a) Kegiatan pencegahan, pengendalian dan
penanggulangan kebakaran hutan, perambahan
hutan d_an_ pgmba\akan liar pada kaw?san huta_n Lokasi Seluruh KPH di Pemerintah 3 28 03 | 1.05 | 0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan| Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan Luas kawasan hutan yang dilakukan| Ha
produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin Provinsi. Kawasan Hutan pengamanan hutan
(diluar PIAPS, TORA, HPK, dan hutan alam gambut)
secara partisipatif.
b) Pengembangan kelembagaan tingkat tapak (KPH)
dalam rangka pengendalian dan penanggulangan| " . Koordinasi,  Sinkronisasi dan Pelaksanaan " -
kebakaran  hutan, ~perambahan hutan  dan Lembaga Seluruh KPH di Pemerintah| 5 | o5 | o3 | 4,05 | 0005 |Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan| S/ 2ksananya Pencegahan Kebakaran|Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi Laporan
. . Provinsi. Hutan dan Lahan yang Dilaksanakan dalam satu tahun
pembalakan liar pada kawasan hutan melalui dan Lahan
penguatan Resort Based Management (RBM).




No| Program Kegiatan Output Penerima Manfaat Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Kinerja Indikator Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2
) Penguatan kelembagaan KPH dalam bentuk fasilitasi
kegiatan  produktif pengelolaan  hutan  untuk|
mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional melalui
Ketahanan Pangan dan multiusaha kehutanan
(Agroforestry, Sylvopastura, Silvofishery):
: Terlaksananya  Peningkatan  Kualitas|Jumlah KUPS yang ditingkatkan "
a) Fasiltasi Kegiatan Bimtek, Pendampingan dan| Seluruh KPH di Permerintah 28 05 | 1.01 | 0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial KUPS Kualitasnya Unit
Pembinaan Masyarakat di Wilayah KPH Untuk| Kegiatan Provinsi . ) - .
Mendukung Kegiatan Hutsos. g 28 | 05 | 1.01]0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM|Terlaksananya SDM bidang kehutanan|Jumlah SDM bidang kehutanan yang Orang
. Bidang Kehutanan yang meningkat meningkat kapasitasnya
b) Fasilitasi Pendampingan Budidaya dan Produksi Kegi Seluruh KPH di Pemerintah . Terlaksananya  Peningkatan ~ Kualitas| Jumlah KUPS yang ditingkatkan p
Masyarakat di Wilayah KPH. egiatan Provinsi. 28 05 | 1.01 [ 0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial KUPS Kualtasnya Unit
c) Fasilitasi Pe ingan Penanganan P l " Seluruh KPH di Pemerintah . Terlaksananya  Peningkatan ~ Kualitas| Jumlah KUPS yang ditingkatkan .
K 1t it
dan Pemasaran Usaha Masyarakat di Wilayah KPH cgiatan Provinsi. 28 05 | 1.01 | 0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial KUPS Kualitasnya Uni
3) Pengorganisasian, pemantauan dan pengendalian|
operasional KPH
. " " Seluruh KPH di Pemerintah Peningkatan ~ Kapasitas dan  Kompetensi| Terlaskananya Peningkatan Kapasitas{Jumlah Penyuluh Kehutanan yang|
a) Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Orang Provinsi. 28 05 | 1.01 0004 Penyuluh Kehutanan dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan Dilakukan Peningkatan Kapasitas Orang
" " Jumlah sarana prasarana
Pemeliharaan Sarana Prasarana| Terpeliharanya Sarana Prasarana N "
" : 28 03 | 1.01 0006 Operasionalisasi KPH OperasionalisasiKPH operasionalisasi KPH yang Unit
. Seluruh KPH di Pemerintah terpelihara
b) Operasional KPH Bulan Provinsi T kegiat:
X )
28 03 | 1.01 0007 Fasilitasi kegiatan pembangunan dan dan va  kegiatan "3 Jumiah kegiatan/layanan  yang Dokumen
: pengembangan KPH difasilitasi oleh KPH
pengembangan KPH
Fasilitasi hak akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH|Terpenuhinya hak akses SI- RPBBPHH f;am':h dagg:ad"i‘":gi’)‘“eslmzsi:;:
Pendukung rehabilitasi hutan dan lahan dalam bentuk| 28 | 03 | 1.06 |0005((Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan|bagi PBPHH (Kayu dan/atau HHBK)| dany menengah vang memiliki Hak Unit Managemen
Optimalisasi PNBP dalam bentuk pembinaan dan . Seluruh KPH di Pemerintah menengah yang menjadi kewenangan provinsi Skala Kecil dan menengah gah_yang
4) . ) Kegiatan Akses SI-RPBBPHH
| atas PNBP pengendalian dan| Provinsi.
rekonsiliasi) Perizinan Berusaha. 28 03 | 1.04 | 0014 Pelaksanaan ~ Pemantauan dan  Evaluasi| Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi|Jumlah laporan nilai PNBP dari Laporan
) Pemanfaatan Hutan di wilayah KPHL/P Pemanfaatan Hutan di wilayah KPHL/P pemanfaatan hutan di KPHL/P P
b.  Pembangunan dan Pengelolaan Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan:
Penguatan  kelembagaan  masyarakat  sekitar|
kawasan hutan dalam bentuk fasilitasi kegiatan
produktif pengelolaan hutan berbasis multiusaha
kehutanan:
Masyarakat yang memiliki
— . " akses legal pemanfaatan . Terlaksananya Penguatan dan|Jumlah Kelompok Tani Hutan yang|
1)  Fasiitasi peningkatan kapasitas masyarakat Kegiatan hutan dan Perhutanan 28 05 | 1.01 | 0002 Penguatan d?n Pendampingan - Kelembagaan Pendampingan Kelembagaan Kelompok|Mandiri yang Mengikuti Penguatan Kelompok
dalam pengelolaan hutan. g Kelompok Tani Hutan n .
Sosial di KPH pada Tani Hutan dan Pendampingan Kelembagaan
Pemerintah Provinsi.
Masyarakat yang memiliki
- akses legal pemanfaatan . . ’
2) Fasilitasi pembangqnan hutan pola agroforestry| Kegiatan hutan dan Perhutanan 28 05 | 1.01 | 0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Terlaksananya  Peningkatan  Kualitas|Jumlah KUPS yang ditingkatkan Unit
(Sylvopastura maupun Silvofishery). PR KUPS Kualitasnya
Sosial di KPH pada
Pemerintah Provinsi.
o Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan| Terlaksananya Penguatan dan|Jumlah Kelompok Tani Hutan yang|
. o Masyarakat yang memiliki 28 | 05 | 1.01|0002|; "9 ° ping 993N pendampingan Kelembagaan Kelompok|Mandiri yang Mengikuti Penguatan|  Kelompok
3) Fasilitasi pengembangan usaha jasa lingkungan akses legal pemanfaatan Kelompok Tani Hutan Tani Hutan dan Pendampingan Kelembagaan
berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi Kegiatan hutan dan Perhutanan
masyarakat. Sosial di KPH pada . i .
Pemerintah Provinsi. 28 05 | 1.01 [ 0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Izr}laagsananya Peningkatan  Kualtas it;li:sn;aups yang  ditingkaian Unit
Masyarakat yang memiliki
4) Pembentukan kelembagaan Koperasi bagi akses legal pemanfaatan . . ’
masyarakat yang memilki akses legal dalam Lembaga hutan dan Perhutanan 28 | 05 | 1.01 | 0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial ;E'fgsa”a”ya Peningkatan  Kualitas JK‘:J’:I';‘:S" KaUPS yang  ditingkatkan) Unit
pemanfaatan hutan (HHBK dan Jasa Lingkungan). Sosial di KPH pada ¥
Pemerintah Provinsi.
5) Fasilitasi pendampingan dalam  rangkal Masyarakat yang memiliki . " "
penjaminan legalitas hasil hutan bagi Perhutanan Kegiatan akses legal pemanfaatan 28 05 | 1.01 [ 0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial ;Er'lja;sananya Peningkatan  Kualitas ‘}it;li?:sn KaUPS yang  ditingkatkan| Unit
sosial. hutan dan Perhutanan 4
c.|Penguatan kelembagaan masyarakat dalam bentuk|
fasilitasi kegiatan produktif dalam pengolahan hasil
hutan:
" . UMKM/ Masyarakat yang . Terlaksananya Penguatan dan|Jumlah Kelompok Tani Hutan yang|
) Pembentukan kelembagagn Koperasi  bagi Lambaga memiliki PBPHH skala kecil 28 05 | 1.01 | 0002 Penguatan d?n Pendampingan - Kelembagaan Pendampingan Kelembagaan Kelompok|Mandiri yang Mengikuti Penguatan Kelompok
Pengolahan hasil hutan sklala kecil/lUMKM. " : g Kelompok Tani Hutan n .
di 34 Pemerintah Provinsi Tani Hutan dan Pendampingan Kelembagaan




No| Program Kegiatan Output Penerima Manfaat Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Kinerja Indikator Satuan
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28 05 | 1.01 [ 0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial ;Er'lga;sananya Peningkatan  Kualitas ‘i‘;::;sn;ups yang  ditingkatkan Unit
. . Terfasilitasinya penerbitan persetujuan|Luas Kawasan yang disiapkan untuk|
2) Fasilitasi pendampingan  dalam  rangkal UMKM/ Masyarakat yang 28 05 | 1.01 | 0008 |Penyiapan Perhutanan Sosial pengelolaan perhutanan sosial Perhutanan Sosial Hektar
penjaminan legalitas hasil hutan bagi Pengolahan Kegiatan memiliki PBPHH skala kecil
Hasil Hutan Skala Kecil/lUMKM. di 34 Pemerintah Provinsi Terlaksananya  Pengawasan PBPHH Laporan  Kegiatan  pelaksanaan|
Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu V! 9 Pengawasan PBPHH (Kayul
8 | 03 |1.07 | 0004 |dan/atau HHBK) skala kecil d h yang|(<@yu dan/atau HHBK) untuk skala usahal y. oo HieK) untuk skala usah L
2 .07 an/atau skala kecil dan menengah yang kecil dan menengah yang meniadi lan/atau untuk skala usaha aporan
menjadi kewenangan provinsi Kewenangan rovins? yang " kecil dan menengah yang menjadil
9an p! kewenangan provinsi
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Tersusunnya Rancang Bangun Tata|Jumlah Rancang Bangun Tata
28 03 | 1.02 | 0001 Penyelo\aan Hutan 9 Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan|Hutan Wilayah Kesatt Dokumen
9 Hutan Pengelolaan Hutan yang Disusun
Terlaksananya Pembagian Blok/Petak|Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan
Penyusunan RPHJP dan RPHJPd (Penyusunan| 1. Pemerintah 28 | 03 | 1.01 0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan  Hutan|Pengelolaan ~ Hutan  di  Kesatuan|Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) Unit
d|rencana pengelolaan Hutan yang dituangkan dalam| Jumlah Dokumen 2' Masyarakat . Kesatuan Pengelolaan Hutan Pengelolaan  Hutan  Produksi/Lidung|yang Telah Dilakukan Pembagian|
dokumen RPHJP dan RPHJPd yang sudah disahkan) B (KPHP/L) Blok
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan|Jumlah Dokumen Koordinasi dan
28 03 | 1.01] 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan|Sinkronisasi Usulan Perubahan|Sinkronisasi  Usulan  Perubahan Dokumen
. Fungsi dan Peruntukan Hutan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan|Peruntukkan dan Fungsi Kawasan
untuk Wilayah Provinsi Hutan untuk Wilayah Provinsi
- " - . " . _.|Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat|
Koordinasi, ~ Sinkronisasi dan Pelaksanaan|Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi N . o
28 03 | 1.05 0004 Perlindungan Hutan dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Eo‘or‘?masl, P Slfnl;ronlsas'l-‘ t dan Dokumen
e Patroli pengamanan hutan dari gangguan hutan dan(Laporan pengamanan 1. Pemerintah elaksanaan Perlindungan Hutan
kebakaran hutan hutan 2. Masyarakat Koordinasi,  Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi|
28 03 | 1.05 [ 0005 |Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan Hutan dan Lghan 9 yang Dilaksanakan Dalam Satu Laporan
dan Lahan Tahun
Tersedianya Data dan Informasi Terkait Jumiah Data ‘.’a." Informasi Terkait
. R " . Luas Perizinan Berusaha|
28 | 03 | 1.03]0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha diLuas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Dokumen
: Kawasan Hutan Produksi Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam| n
1. Pemerintah 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala Hutan Produksi dalam 1 (Satu)
f.| Penyusunan data potensi SDH Data potensi SDH 2' " | Provinsi Secara Berkala
Jumlah  Dokumen  Data  dan
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di| Tersedianya Data dan Informasi Wilayah|Informasi mengenai Pemanfaatan
28 03 | 1.03 | 0002 Kawasan Hutan Lindung Usaha di Kawasan Hutan Lindung Hutan di Kawasan HL Provinsi| Dokumen
secara berkala
Terlaksananya Pembagian Blok/Petak|Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan
Penataan batas blok dan petak (penantaan batas dan| Laporan 1. Pemerintah 28 03 | 1.01 | 0002 Pembagian  Blok/Petak Pengelolaan  Hutan|Pengelolaan Hutan di Kesatuan(Hutan ~ Produksi/Lidung (KPHP/L), Unit
9'|tanda-tanda batas yang terpasang di lapangan) P 2. Masyarakat ) Kesatuan Pengelolaan Hutan Pengelolaan  Hutan  Produksi/Lidung|yang Telah Dilakukan Pembagian|
(KPHPIL) Blok
Koordinasi dan  Sinkronisasi Pengendalian Terlaksananya Koordinasi dan|Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
L g .| Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian,|Sinkronisasi Pembinaan,
28 | 03 | 1.03 |0013(Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan " N Dokumen
Kawasan Hutan Produksi dan Pengawasan PBPH Di Kawasan|Pengendalian, dan Pengawasan
Hutan Produksi PBPH Di Kawasan Hutan Produksi
Laporan dan . | . .
h 1. Pemerintah Pelaksanaan ~ Pemantauan dan  Evaluasi| Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi|Jumlah laporan nilai PNBP dari
h. Monev Pemanfaatan Hutan rekomendasi tindak
lanjut 2. Masyarakat % 03 | 10410014 Pemanfaatan Hutan di wilayah KPHL/P Pemanfaatan Hutan di wilayah KPHL/P | pemanfaatan hutan di KPHL/P Laporan
Koordinasi dan  Sinkronisasi Pengendalian Terlaksananya Koordinasi dan|Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
L g .| Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian,|Sinkronisasi Pembinaan,
28 | 03 | 1.03|0015|Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan " y Dokumen
Kawasan Hutan Lindun dan Pengawasan PBPH Di Kawasan|Pengendalian, dan Pengawasan
9 Hutan Lindung PBPH Di Kawasan Hutan Lindung
Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan|Pelaksanaan pengawasan dan|Jumlah Laporan kegiatan|
® 03| 1.08 | 0003 Pengelolaan KHDTK pengendalian pengelolaanK HDTK pengawasan KHDTK Dokumen
Koordinasi dan  Sinkronisasi Pengendalian| Terlaksananya Koordinasi dan|Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
28 03 | 1.03 [ 0013 |Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Sinkronisasi Pembinaan, Pepgendahan, Slnkronlsa;\ Pembinaan, Dokumen
Kawasan Hutan Produksi dan Pengawasan PBPH Di Kawasan|Pengendalian, dan Pengawasan
. Laporan dan 1. Pemerintah Hutan Produksi PBPH Di Kawasan Hutan Produksi
i. Monev Penggunaan kawasan hutan rekomendasi tindak oM |
lanjut B | | . .
28 03 | 1.04|0014 Pelaksanaan ~ Pemantauan dan  Evaluasi| Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi|Jumlah laporan nilai PNBP dari Laporan

Pemanfaatan Hutan di wilayah KPHL/P

Pemanfaatan Hutan di wilayah KPHL/P

pemanfaatan hutan di KPHL/P




No| Program Kegiatan Output Penerima Manfaat Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Kinerja Indikator Satuan
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- " L .__|Terlaksananya Koordinasi dan|Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Koordinasi _dan  Sinkronisasi ~Pengendalian Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian,|Sinkronisasi Pembinaan
28 03 | 1.03 | 0015 |Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di N ng N N N Dokumen
Kawasan Hutan Lindun dan Pengawasan PBPH Di Kawasan|Pengendalian, dan Pengawasan
9 Hutan Lindung PBPH Di Kawasan Hutan Lindung
. " . Jumlah Dokumen Rencanal
. |Penyusunan rencana detil pemanfaatan hutan sepertii ~Rencana bisnis, 1. Pemerintah Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan|Tersusunnya Rencana  Pengelolaan
J- N . 28 | 03 | 1.02|0001 Per Kesatuan Per Dokumen
Rencana Bisnis atau Desain Tapak Desain Tapak 2. Masyarakat Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Hutan yang Tersusun
Pengadaan Sarpras perkantoran dan sarpras teknis| Sarpras perkanto(an 1. Pemerintah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
k. dan sarpras teknis XX 01 |1.07 N
lapangan 2. Masyarakat Urusan Pemerintah Daerah
lapangan
Melaksanakan koordinasi perencanaan pengelolaan
Hutan dengan pemegang PBPH, pemegang Jumlah Dokumen Rencana
1. | persetujuan penggunaan dan pemegang persetujuan| Laporan Kegiatan 1. Pemerintah 28 | 03 | 1.02 |ooo1|Fenyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan| Tersusunnya ~Rencana Pengelolaan| b o) ioan Kesatuan Pengelolaan| Dokumen
2. Masyarakat Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan
pelepasan Kawasan Hutan, serta pemegang Hutan yang Tersusun
persetujuan pengelolaan perhutanan sosial
" " Jumlah sarana prasarana
28 03 | 1.01| 0008 Pemellharaan Sarana Prasarana Terpellharan_ya . Sarana Prasarana| operasionalisasi KPH vang Unit
Operasionalisasi KPH Operasionalisasi KPH t lin
Jumlah kantor KPH 1. Pemerintah erpelihara
m.{Pembangunan kantor KPH dan/ atau resort
dan/atau resort 2. Masyarakat
. Jumlah sarana dan prasarana
Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan|Tersedianya Kantor resor KPH dan 3 "
28 03 | 1.01 | 0008 . . - operasionalisasi resor yang| Unit
Prasarana KPH berbasis resor Sarana Prasarana Operasionalisasi resor
terbangun
P ; " . Terlaksananya Penguatan dan|Jumlah Kelompok Tani Hutan yang|
n F_a15|llta3| implementasi kebijakan di bidang lingkungan| Laporan Kegiatan 1. Pemerintah 28 05 | 1.01 | 0002 Penguatan dgn Pendampingan Kelembagaan| P . ) K Mandiri yang Mengikuti Penguatan Orang
hidup dan kehutanan 2. Masyarakat Kelompok Tani Hutan ) .
Tani Hutan dan Pendampingan Kelembagaan
Fasilitasi pendampingan, pembinaan kelompok tani . Terlaksananya Penguatan dan|Jumlah Kelompok Tani Hutan yang|
o.|Hutan, dan bimbingan teknis dalam mendukung| Laporan Kegiatan 1. Pemerintah 28 | 05 | 1.01 |oooz|Fenguatan dan Pendampingan Kelembagaan| oo\ yoingan Kelembagaan Kelompok|Mandiri yang Mengikuti Penguatan| Orang
y ) 2. Masyarakat Kelompok Tani Hutan . .
kegiatan pengelolaan perhutanan sosial Tani Hutan dan Pendampingan Kelembagaan
- . L .__|Terlaksananya Koordinasi dan|Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Koordinasi dan  Sinkronisasi ~Pengendalian Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian,|Sinkronisasi Pembinaan
28 | 03 | 1.03|0013|Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di . ng N y : Dokumen
" dan Pengawasan PBPH Di Kawasan|Pengendalian, dan Pengawasan
o Kawasan Hutan Produksi ) " .
Fasilitasi penataan Kawasan Hutan dalam rangka Hutan Produksi PBPH Di Kawasan Hutan Produksi
. 1. Pemerintah
p [pengukuhan Kawasan Hutan dan penataan Kawasan| Laporan Kegiatan 2. Masyarakat
Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Hutan - . o .| Terlaksananya Koordinasi dan|Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Koordinasi dan  Sinkronisasi Pengendalian Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian|Sinkronisasi Pembinaan
28 | 03 | 1.03 0015 |Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di onisasi Fel aan, Fengendalian, onisasi © aan, Dokumen
Kawasan Hutan Lindung dan Pengawasan PBPH Di Kawasan|Pengendalian, dan Pengawasan
Hutan Lindung PBPH Di Kawasan Hutan Lindung
28 05 | 1.01| 0004 Peningkatan ~ Kapasitas dan  Kompetensi| Terlaskananya Peningkatan Kapasitas{Jumlah Penyuluh Kehutanan yang| Orang
: Penyuluh Kehutanan dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan Dilakukan Peningkatan Kapasitas
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM|Terlaksananya SDM bidang kehutanan|Jumlah SDM bidang kehutanan yang
28 05 | 1.01 (0007 |, N . ) Orang
Bidang Kehutanan yang meningkat meningkat kapasitasnya
Fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan . Terlaksananya Penguatan dan|Jumlah Kelompok Tani Hutan yang
q|industri, promosi produk hasil hutan dan pasar, untuk| Laporan Kegiatan ; zzr:ye;gs; 28 | 05 | 1.01|0002|Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan|p, ingan Mandiri yang Mengikuti Penguatan Orang
mendukung pemulihan ekonomi nasional . Kelompok Tani Hutan Tani Hutan dan Pendampingan Kelembagaan
28 05 | 1.01 | 0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Terlaksananya  Peningkatan  Kualitas|Jumlah KUPS yang ditingkatkan Unit
KUPS Kualitasnya
28 05 | 1.01 | 0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial Terfasilitasinya penerbltan_ persetujuan|Luas Kawasan y_ang disiapkan untuk| Hektar
pengelolaan perhutanan sosial Perhutanan Sosial
28 | 05 | 1.01|0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial E’ggsa”a”ya Peningkatan  Kualitas JK”'“I'T“ KUPS yang  ditingkatkan Unit
Fasilitasi ketahanan pangan (food estate) dan energi X 1. Pemerintah ualitasnya
) Laporan Kegiatan
yang dilaksanakan KPH 2. Masyarakat Terfasilitasinya penerbitan  persetujuan|Luas Kawasan yang disiapkan untuk
28 | 05 | 1.01|0008 |Penyiapan Perhutanan Sosial va P _persety) yang disiap Hektar
pengelolaan perhutanan sosial Perhutanan Sosial
6 Pengendalian inasi i isasi i jalisasi
Ki bgk Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan . 1. Pemerintah Koordinasi,  Sinkronisasi dan ~Pelaksanaan Terlaksananya Pencegahan Kebakaran| Jumlah‘Laporan Patroli /Sosialisasi
ebakaran a. S Lokasi 28 03 | 1.05 [ 0005 |Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan yangvDilaksanakan ~ dalam  satu| Laporan
lahan (Kampanye/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pameran) 2. Masyarakat Hutan dan Lahan
Hutan dan| dan Lahan tahun
Lahan 1. Pemerintah Koordinasi,  Sinkronisasi dan Pelaksanaan| Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Jumlah Laporan Patroli /Sc
b.| Pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga Unit/Buku/lembar : 28 | 03 | 1.05|0005|Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan V: 9 yangvDilaksanakan ~ dalam  satu Laporan
2. Masyarakat dan Lahan Hutan dan Lahan tahun




No| Program Kegiatan Output Penerima Manfaat Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Kinerja Indikator Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pembuatan, penyajian dan penyebarluasan informasi 1. Pemerintah Koordinasi,  Sinkronisasi dan ~Pelaksanaan Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi
c. » penyaj | peny . Unit/Lembar/lokasi : 28 | 03 [ 1.05 | 0005 |Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan ¥ 9 yangvDilaksanakan dalam  satu Laporan
kerawanan karhutla melalui peta atau sejenisnya 2. Masyarakat Hutan dan Lahan
dan Lahan tahun
Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-| 1. Pemerintah Koordinasi, ~Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terlaksananya Pencegahan Kebakaran|Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi
d. - P 9 Unit/Lokasi : 28 | 03 | 1.05 | 0005|Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan V: 9 ' -ap Laporan
rambu 2. Masyarakat dan Lahan Hutan dan Lahan yang Dilaksanakan dalam satu tahun
P i (P Pembinaan), Kelompok 1. Pemerintah Koordinasi, ~ Sinkronisasi dan ~Pelaksanaan Terlaksananya Pencegahan Kebakaran|Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi
el ! . v P . 28 03 | 1.05 [ 0005 |Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan ¥ 9 | Lap! Laporan
Masyarakat Peduli Api Masyarakat 2. Masyarakat dan Lahan Hutan dan Lahan yang Dilaksanakan dalam satu tahun
Koordinasi,  Sinkronisasi dan  Pelaksanaan " e
f. | Praktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) Lokasi/Kelompok 1. Pemerintah 28 03 | 1.05 | 0005 | Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan| Terlaksananya Pencegahan - Kebakaran Jumlah_ Laporan Patroli /Sosialisasi Laporan
2. Masyarakat dan Lahan Hutan dan Lahan yang Dilaksanakan dalam satu tahun
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan " P
g.|Pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakar Km 1. Pemerintah 28 | 03 | 1.05 | 0005|Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan| Cfaksananya Pencegahan Kebakaran|Jumiah Laporan Patroli /Sosialisasi Laporan
2. Masyarakat dan Lahan Hutan dan Lahan yang Dilaksanakan dalam satu tahun
h Pengelolaan  Bahan Bakaran dalam rangkaj
*| pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan| " -
1) Pembuatan kompos hasil limbah vegetasi Kg/Kelompk 1. Pemerintah 28 03 | 1.05 | 0005 | Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan| Terlaksananya Pencegahan - Kebakaran Jumlah‘ Laporan Patroli /Sosialisasi Laporan
Masyarakat 2. Masyarakat dan Lahan Hutan dan Lahan yang Dilaksanakan dalam satu tahun
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan| " -
2) Pembuatan cuka kayu hasil limbah vegetasi Kg/Kelompk 1. Pemerintah 28 03 | 1.05 [ 0005 |Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Jumlah‘ Laporan Patroli /Sosialisasi Laporan
Masyarakat 2. Masyarakat dan Lahan Hutan dan Lahan yang Dilaksanakan dalam satu tahun
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan " P
3) Pembuatan asap cair hasil limbah vegetasi Kg/Kelompk 1. Pemerintah 28 | 03 | 1.05 | 0005|Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan| fiaksananya Pencegahan Kebakaran|Jumiah Laporan Patroli /Sosialisasi Laporan
Masyarakat 2. Masyarakat dan Lahan Hutan dan Lahan yang Dilaksanakan dalam satu tahun
. Koordinasi, Sinkronisasi dan  Pelaksanaan| " o
4) Peningkatan usaha kerajinan hasil limbah vegetasi | 2" dan Jumiah 1. Pemerintah 28 | 03 | 1.05 | 0005|Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan| Cfiaksananya Pencegahan Kebakaran|Jumiah Laporan Patroli /Sosialisasi Laporan
Usaha 2. Masyarakat dan Lahan Hutan dan Lahan yang Dilaksanakan dalam satu tahun
5) Usaha produksi lainnya dari pemanfaatan hasill Jenis dan Jumlah 1. Pemerintah Koordinasi, _Sinkronisasi _dan Pelaksanaan Terlaksananya Pencegahan Kebakaran|Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi
° proc ¥ P : 28 | 03 | 1.05 | 0005|Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan V: 9 ' -ap Laporan
limbah vegetasi Usaha 2. Masyarakat dan Lahan Hutan dan Lahan yang Dilaksanakan dalam satu tahun
Koordinasi,  Sinkronisasi dan  Pelaksanaan " o
i. |Pembuatan Sekat Kanal/Embung/Kantong Air Unit 1. Pemerintah 28 | 03 | 1.05 | 0005 |Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan| faksananya Pencegahan Kebakaran|Jumiah Laporan Patroli /Sosialisasi Laporan
2. Masyarakat dan Lahan Hutan dan Lahan yang Dilaksanakan dalam satu tahun
Peningkatan koordinasi dalam rangka pemantapan . . -
. |perencanaan dan pelaksanaan kegiatan| . 1. Pemerintah Koordinasi,  Sinkronisasi dan ~Pelaksanaan Terlaksananya Pencegahan Kebakaran|Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi
Je : . Kegiatan 28 03 | 1.05 | 0005 | Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan| " Laporan
pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui 2. Masyarakat dan Lahan Hutan dan Lahan yang Dilaksanakan dalam satu tahun
rapat keria dan rapat koordinasi
" : P Koordinasi, ~ Sinkronisasi dan  Pelaksanaan " e
K Pengembangan sistem peringatan dan deteksi dini Unit/Sistem 1. Pemerintah 28 03 | 1.05 | 0005 | Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan| Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Jumlah_ Laporan Patroli /Sosialisasi| Laporan
dalkarhutla 2. Masyarakat dan Lahan Hutan dan Lahan yang Dilaksanakan dalam satu tahun
Koordinasi, ~ Sinkronisasi dan  Pelaksanaan . .
I | Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan Desa 1. Pemerintah 28 03 | 1.05 [ 0005 |Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan Terlaksananya Pencegahan - Kebakaran Jumlah‘ Laporan Patroli /Sosialisasi Laporan
2. Masyarakat dan Lahan Hutan dan Lahan yang Dilaksanakan dalam satu tahun
Peningkatan kapasitas SDM Dalkarhutla (pendidikan| Koordinasi.  Sinkronisasi dan  Pelaksanaan
m dan pela(lhar!, pembgk_a\an m_elal_ul in-house _trammg Orang 1. Pemerintah 28 03 | 1.05 | 0005 |Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan| Terlaksananya Pencegahan Kebakaran| Jumlah‘ Laporan Patroli / Laporan
dan on-the-job training, bimbingan teknis dan| 2. Masyarakat dan Lahan Hutan dan Lahan yang Dilaksanakan dalam satu tahun
pembinaan lainnva)
n.|Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana ’
Dalkarhutia Unit
" " . Tersedianyan Jasa Pemeliharaan, Biaya|Jumlah Kendaraan Dinas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan|Operasional atau Lapangan yan:
XX 01 | 1.09 | 0002 |Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan . ) vp " " pang . yang Unit
) y K 1 Dinas  Op it p a dan dibayarkan Pajak dan
Dinas Operasional atau Lapangan .
’ 1. Pemerintah Lapangan Perizinannya
1) Kendaraan Bermotor khusus dalkarhutla Unit
2. Masyarakat
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau|Tersedianya Kendaraan Dinas| Jumlah‘ Unit Kendaraan Dinas .
XX | 01 | 1.07 | 0002 ) Operasional atau Lapangan yang| Unit
Lapangan Operasional atau Lapangan N
Disediakan
. " Tersedianyan Jasa Pemeliharaan, Biaya|Jumlah Kendaraan Dinas|
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biayal Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan| Operasional at Lapangan n
XX 01 1.09 | 0002 [Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan emeliharaan, . aja a e 2 »pe »aso 2 agu apal ga' yang Unit
. : Kendaraan Dinas Operasional atau|dipelihara dan dibayarkan Pajak dan
Dinas Operasional atau Lapangan .
2\ Kandaraanltranennrtaci air 1 Init 1. Pemerintah Lapangan Perlzlnannya
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=T PO = 2. Masyarakat
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau|Tersedianya Kendaraan Dinas| Jumlah‘ Unit Kendaraan Dinas .
XX | 01 | 1.07 | 0002 ) Operasional atau Lapangan yang| Unit
Lapangan Operasional atau Lapangan N
Disediakan
XX | 01 | 1.09 | 0006 |Pemelinaraan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemelinaraan Peralatan| Jumiah ~Peralatan dan - Mesin Unit
i . 1. Pemerintah dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara
3) Pompa Jingjing Unit
2. Masyarakat Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
XX | 01 | 1.07 | 0006 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya|~"" i Ter ! Unit
Lainnya yang Disediakan
XX | 01 | 1.09 | 0006 |Pemelinaraan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemelinaraan Peralatan| Jumiah ~ Peralatan dan  Mesin Unit
§ 1. Pemerintah dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara
4) Pompa Induk Unit
2. Masyarakat Jumlah Unit Peralatan d Mesi
XX | 01 | 1.07 | 0006 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya|~ e Unit meraaian dan Mesin Unit
Lainnya yang Disediakan
XX | 01 | 1.09 | 0006 |Pemelinaraan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemelinaraan  Peralatan| Jumiah ~ Peralatan dan  Mesin Unit
§ 1. Pemerintah dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara
5) Pompa Apung Unit
2. Masyarakat Jumlah Unit Peralatan d Mesi
XX | 01 | 1.07 | 0006 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya|~ e “nit meraaian dan Mesin Unit
Lainnya yang Disediakan
XX | 01 | 1.09 | 0006 |Pemelinaraan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap|Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Unit
Lainnya Dipelihara
. 1. Pemerintah
6) Selang Unit
2. Masyarakat Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya
XX | 01 | 1.07 | 0006 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Aset Tetap Lainnya umah ~ni P Lainny: Unit
yang Disediakan
XX | 01 | 1.09 | 0006 |Pemelinaraan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap|Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Unit
Lainnya Dipelihara
. 1. Pemerintah
7) Nozzle Unit
2. Masyarakat Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya
XX | 01 | 1.07 | 0006 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Aset Tetap Lainnya umah ~ni P Lainny: Unit
yang Disediakan
XX | 01 | 1.09 | 0006 |Pemelinaraan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap|Jumiah Aset Tetap Lainnya yang Unit
Lainnya Dipelihara
. 1. Pemerintah
8) Peralatan tangan Unit
2. Masyarakat Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya
XX | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Aset Tetap Lainnya L P ¥ Unit
yang Disediakan
XX | 01 | 1.09 | 0006 |Pemelinaraan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap|Jumiah Aset Tetap Lainnya yang Unit
Lainnya Dipelihara
. 1. Pemerintah
9) Pompa Punggung Unit
2. Masyarakat Jumlah Unit Aset Tetap Lainnyal
XX | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Aset Tetap Lainnya L P ¥ Unit
yang Disediakan
XX | 01 | 1.09 | 0006 |Pemelinaraan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap|Jumiah Aset Tetap Lainnya yang Unit
} . 1. Pemerintah Lainnya Dipelihara
10) Peralatan Pribadi (APD) Unit
2. Masyarakat Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya
XX | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Aset Tetap Lainnya L P ¥ Unit
yang Disediakan
XX | 01 | 1.09 | 0006 |Pemelinaraan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap|Jumiah Aset Tetap Lainnya yang Unit
Lainnya Dipelihara
. 1. Pemerintah
11) Perlengkapan Regu Unit
2. Masyarakat Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya
XX | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Aset Tetap Lainnya L P ¥ Unit
yang Disediakan
Koordinasi,  Sinkronisasi dan  Pelaksanaan| " e
28 03 | 1.05 | 0005 | Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan| Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Jumlah_ Laporan Patroli /Sosialisasi Laporan
dan Lahan Hutan dan Lahan yang Dilaksanakan dalam satu tahun
i i Tersedianya Dokumen Hasil "
Penetapan dan Operasional Posko Pengendalian| 1. Pemerintah
0. P P 9 Posko Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi| Penyelenggaraan Kerja Sama dan Jumiah Dokumen Hasl_l Pelaksanaan
Kebakaran Hutan dan Lahan 2. Masyarakat o Penyelenggaraan Kerja Sama dan
Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan|Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Koordinasi Antar Wilayah
05 04 | 1.01 | 0004 |Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan,|Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam| Kabupaten/Kota dalam Pence ah);n Dokumen
Per 1 K dan Per 1| Pencegahan, Penanggulangan, Penag ulangan Kebakarang dar;
Non Kebakaran Penyelamatan ~ Kebakaran dan  Non 99 9
Kebakaran Penyelamatan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan| " -
28 03 | 1.05 | 0005 |Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan| Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Jumlah. Laporan Patroli /Sosialisasi Laporan
dan Lahan Hutan dan Lahan yang Dilaksanakan dalam satu tahun
p.|Pelaksanaan Pemadaman Darat Hari Operasi ; ;emennt:ht
- Masyaraka Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat] Terlaksananya Pengerahan dan|Jumlah Laporan Pelaksanaan
05 03 | 1.03 [ 0031 Bencana 9 Pengorganisasian Komando Penanganan|Aktivasi Sistem Komando Laporan
Darurat Bencana Tingkat Provinsi Penanganan Darurat Bencana
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q.|Penyelenggaraan penanganan pasca kebakaran|
hutan dan lahan
Tersedianya Dokumen Pengkajian Jumlah Dokumen Pengkajian|
Kebutuhan Pasca Bencana  (JITU|Kebutuhan Pasca Bencana
1) Pengawasan areal bekas terbakar Lokasi Pemerintah 05 03 | 1.04 [ 0007 |Penanganan Pasca Bencana Provinsi PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan|(JITU PASNA) dan Rencana Dokumen
Rekonstruksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Pasca Bencana (R3P) Bencana (R3P) yang Disusun
Tersedianya Dokumen Pengkajian Jumlah Dokumen Pengkajian
2) Perhitungan luas areal kebakaran hutan dan lahan| Kebutuhan Pasca Bencana (JITU|Kebutuhan Pasca Bencana
ingi - e Hektar Pemerintah 05 03 | 1.04 [ 0007 |Penanganan Pasca Bencana Provinsi PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan|(JITU PASNA) dan Rencana Dokumen
dengan citra satelit (Inventarisasi luas karhutla) L )
Rekonstruksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Pasca Bencana (R3P) Bencana (R3P) yang Disusun
Tersedianya Dokumen Pengkajian Jumlah Dokumen Pengkajian
Kebutuhan Pasca Bencana (JITU|Kebutuhan Pasca Bencana
3) Penaksiran kerugian Hektar Pemerintah 05 | 03 | 1.04 | 0007 |Penanganan Pasca Bencana Provinsi PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan|(JITU PASNA) dan Rencanal Dokumen
Rekonstruksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Pasca Bencana (R3P) Bencana (R3P) yang Disusun
Tersedianya Dokumen Pengkajian Jumlah Dokumen Pengkajian
Kebutuhan Pasca Bencana  (JITU|Kebutuhan Pasca Bencana
4) Koordinasi penanganan pasca karhutla Kegiatan/lokasi Pemerintah 05 03 | 1.04 [ 0007 |Penanganan Pasca Bencana Provinsi PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan|(JITU PASNA) dan Rencana Dokumen
Rekonstruksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Pasca Bencana (R3P) Bencana (R3P) yang Disusun
r. |Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Tahura)
y Terlaksanakannya Penguatan Kapasitas|Jumlah Desa yang Diberdayakan
1)  Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) Orang 1. Pemerintah 28 04 | 1.01 | 0008 Penguatan _Kap_asllas dan Pe_ml_)erdayaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar| Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Desa
2. Masyarakat Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi S "
Tahura Provinsi Produktif
2)  Patroli Pencegat.lan Kebakaran Hutan bersama Hektar/Spot 1. f"emenmah 28 04 | 1.01 | 0015|Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi Terlaksanan.ya. Pengamanan Kawasan|Luas .Kawasan TAHURA Provinsi Ha
Masyarakat Peduli Api 2. arakat Tahura Provinsi yang )
1. Pemerintah Koordinasi,  Sinkronisasi dan ~Pelaksanaan Terlaksananya Pencegahan Kebakaran|Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi
3) Pemadaman Kebakaran Hutan Hektar . 28 03 | 1.05 [ 0005 |Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan " Laporan
2. Masyarakat dan Lahan Hutan dan Lahan yang Dilaksanakan dalam satu tahun
’ Terlaksanakannya Penguatan Kapasitas|Jumlah Desa yang Diberdayakan
4) Penyadartahuan Masyarakat DesalKelompok 1. Pemerintah 28 | 04 | 1.01|ooog|Penguatan  Kapasitas ~dan  Pemberdayaan| . o o dayaan Masyarakat di Sekitar| Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Desa
2. Masyarakat Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi S0 "
Tahura Provinsi Produktif
5) Penyediaan Sarpras Kebakaran Hutan dan| " 1. Pemerintah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Unit XX| 01 |1.07 .
Lahan 2. Masyarakat Urusan Pemerintah Daerah
Pembuatan peta rawan bencana dan aplikasi system| 1. Pemerintah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terlaksananya Pencegahan Kebakaran|Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi
s.|. tan peta P % Unit/Sistem . 28 03 | 1.05 [ 0005 |Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan ¥ 9 | -ap Laporan
informasi potensi ancaman Karhutla 2. Masyarakat dan Lahan Hutan dan Lahan yang Dilaksanakan dalam satu tahun
Koordinasi,  Sinkronisasi dan Pelaksanaan| " e
t. | Pendirian posko Karhutla Posko 1. Pemerintah 28 03 | 1.05 [ 0005 |Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan Terlaksananya Pencegahan  Kebakaran Jumlah‘ Laporan Patroli /Sosialisasi Laporan
2. Masyarakat dan Lahan Hutan dan Lahan yang Dilaksanakan dalam satu tahun
7 [Perlindungan "
dan a.|Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan Hektar 1. Pemerintah 28 | 03 | 1.05 |oooz|Fenceganan dan Pemberantasan Kerusakan|ro oooonna Kerusakan Kawasan Hutan |-U2S kawasan hutan yang dilakukan Ha
2. Masyarakat Kawasan Hutan pengamanan hutan
h N
utan b. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hektar 1. Pemerintah 28 03 | 1.05 | 0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan| Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan Luas kawasan hutan yang dilakukan| Ha
Hutan 2. Masyarakat Kawasan Hutan pengamanan hutan
e Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hektar 1. Pemerintah 28 03 | 1.05 | 0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan| Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan Luas kawasan hutan yang dilakukan| Ha
Hutan 2. Masyarakat Kawasan Hutan pengamanan hutan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan| 1. Pemerintah Koordinasi Sinkronisasi dan  Pelaksanaan|Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi Jumiah Laporan Pertemuan/Rapat
d. . g Kegiatan . 28 03 | 1.05 | 0004 " g . y Koordinasi, Sinkronisasi dan| Dokumen
Perlindungan Hutan 2. Masyarakat Perlindungan Hutan dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan .
Pelaksanaan Perlindungan Hutan
- . o . " . |Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat
e.|Penjagaan di tempat-tempat tertentu Lokasi 1. Pemerintah 28 03 | 1.05 | 0004 Koordlnasl, Sinkronisasi  dan  Pelaksanaan| Terlaksananya Koorqlnasl, Sinkronisasil Koordinasi, Sinkronisasi dan| Dokumen
2. Masyarakat Perlindungan Hutan dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan .
Pelaksanaan Perlindungan Hutan
. . B . " . |Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat
. | Patroli pengamanan Lokasi 1. Pemerintah 28 03 | 1.05 | 0004 Koordlnasl, Sinkronisasi dan  Pelaksanaan| Terlaksananya Koorqlnasl, Sinkronisasi| Koordinasi, Sinkronisasi dan Dokumen
2. Masyarakat Perlindungan Hutan dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan .
Pelaksanaan Perlindungan Hutan
g.|Operasi Pengamanan Hutan Lindung dan Produksi
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1) Operasi Pengamanan di Kawasan Hutan Lindung| 1. Pemerintah Koordinasi,  Sinkronisasi dan Pelaksanaan|Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Laporan_ Pertemuan/Rapat
. Jumlah operasi : 28 | 03 | 1.05 (0004 " g . y Koordinasi, Sinkronisasi dan| Dokumen
dan Produksi 2. Masyarakat Perlindungan Hutan dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan .
Pelaksanaan Perlindungan Hutan
2) Operasi Peredaran Hasil Hutan Lindung dan 1. Pemerintah Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran|Terlaksananya Pengamanan Peredaran|Jumlah penanganan peredaran hasil "
Produksi illegal. Jumiah operasi 2. Masyarakat 28 03 | 1.05 0009 Hasil Hutan llegal Hasil Hutan llegal hutan ilegal (llegal logging dan TSL) Operasi
3) Penanganan pasca Operasi Pengamanan Hutan 1. Pemerintah Koordinasi,  Sinkronisasi dan  Pelaksanaan| Terlaksananya Penanggulangan|Jumlah operasi penanggulangan "
dan Lahan Jumiah Kasus 2. Masyarakat 28 03 | 1.05 | 0006 Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Kebakaran Hutan dan Lahan kebakaran hutan dan lahan Operasi
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Koordinasi, ~ Sinkronisasi dan Pelaksanaan|Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi Jumiah Laporan Pertemuan/Rapat
h.{Perlindungan Hutan : Rakor Pengamanan Hutan| Kegiatan Pemerintah 28 03 | 1.05 | 0004 . y Y . ! Koordinasi, Sinkronisasi dan Dokumen
’ - Perlindungan Hutan dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan .
tingkat Provinsi Pelaksanaan Perlindungan Hutan
. . .| Terlaksananya Penguatan dan|Jumlah Kelompok Tani Hutan yang
28 05 | 1.01| 0004 Peningkatan  Kapasitas  dan  Kompetensi P i 1 K Ki Mandiri yang Mengikuti Penguatan Kelompok
Penyuluh Kehutanan . .
Tani Hutan dan Pendampingan Kelembagaan
i. |Penyegaran/Pembinaan Polisi Kehutanan Orang Polisi Kehutanan
28 05 | 1.01| 0007 Pgnlngkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Terlaksan?nya SDM bidang kehutanan Jum!ah SDM blde‘mg kehutanan yang Orang
Bidang Kehutanan yang meningkat meningkat kapasitasnya
" . .| Terlaksananya Penguatan dan|Jumlah Kelompok Tani Hutan yang|
28 | 05 | 1.01|0004|PeNingkatan  Kapasitas  dan  Kompetensi|p, ingan K Mandiri yang Mengikuti Penguatan|  Kelompok
Penyuluh Kehutanan . .
Tani Hutan dan Pendampingan Kelembagaan
Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Jumiah SDM bidang kehutanan yang
j. | Penyegaran/Pembinaan PPNS Orang PPNS 28 05 | 1.01 | 0005 | Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan Y P memiliki sertifikat kompetensi Orang
SDM Bidang Kehutanan . .
meningkat jumlahnya
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM)|Terlaksananya SDM bidang kehutanan{Jumlah SDM bidang kehutanan yang|
28 | 05 | 1.01(0007 . N . 9 Orang
Bidang Kehutanan yang meningkat meningkat kapasitasnya
Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan|Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Laporan_ Pertemuan/Rapat
k. . ’ . y Kegiatan Pemerintah 28 03 | 1.05 | 0004 . y Y . ’ Koordinasi, Sinkronisasi dan Dokumen
Perlindungan Hutan : Apel Siaga Pengamanan Hutan Perlindungan Hutan dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan .
Pelaksanaan Perlindungan Hutan
xx | o1 | 1.05 | 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Ter_sedlanya Pakaian Dinas Beserta|Jumlah Paket Pakaian  Dinas Paket
Kelengkapannya Atribut Kelengkapan Beserta Atribut Kelengkapan
Sarana Prasarana Polisi Kehutanan (Baju Seragam) " .
I Polhut dan Mobil Patroli) Polisi Kehutanan Polisi Kehutanan o o e 5
" " " " umial nil endaraan inas
XX o1 | 1.07 | 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Tersedlgnya Kendaraan Dinas| Operasional atau Lapangan yang Unit
Lapangan Operasional atau Lapangan .
Disediakan
m|Perlindungan dan Pengamanan Hutan (Tahura)
1. Pemerintah Penguatan  Kapasitas dan  Pemberdayaan Terlaksanakannya Penguatan Kapasitas|Jumlah Desa yang Diberdayakan
1) Pembentukan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) orang : 28 04 | 1.01 | 0008 9 ape s ¥ dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar| Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Desa
2. Masyarakat Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi S "
Tahura Provinsi Produktif
2) Patroli Pengamanan bersama Masyarakat Mitra kegiatan 1. Pemerintah 28 04 | 1.01 | 0015 |Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi Terlaksanan\:/a_ Pengamanan Kawasan|Luas !(awasan TAHURA Provinsi Ha
Polhut (MMP) 2. Masyarakat Tahura Provinsi yang diamankan
3) Penyediaan Sapras  Perlindungan  dan| unit 1. Pemerintah 28 04 | 1.01 | 0015 |Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi Terlaksanan»ya» Pengamanan Kawasan|Luas Kawasan TAHURA  Provinsi Ha
Pengamanan Hutan 2. Masyarakat Tahura Provinsi yang diamankan
N.|Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan|
Ekosistemnya
Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting,
Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan|
Kawasan Pelestarian Alam, meliputi :
1) Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst Dokume_n/Lokus 1. Pemerintah 28 04 | 1.03 [ 0001 |Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst Terencananya Pemanfaatan  Ekosistem|Jumiah Dokumep Perencanaan Dokumen
Kegiatan 2. Masyarakat Karst Pemanfaatan Ekosistem Karst
2) Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan| Hektar 1. Pemerintah 28 04 | 1.03 | 0002 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan|Terlaksananya Pengendalian Kerusakan|Luas Kerusakan Karst yang Ha
Ekosistem Karst 2. Masyarakat ) Ekosistem Karst dan Pemeliharaan Ekosistem Karst Tertangani
3) Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan| Dokumen/Lokus 1. Pemerintah Perencanaan Pengelolaan Ekosistem Lahan|Terencananya Pemanfaatan Ekosistem|Jumlah Dokumen Perencanaan
N 28 | 04 | 1.03 [0009 Dokumen
Basah kegiatan 2. Masyarakat Basah Lahan Basah Pemanfaatan Lahan Basah




No| Program Kegiatan Output Penerima Manfaat Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Kinerja Indikator Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
. " " " Terlaksananya Pengendalian Kerusakan
4) ‘Pengendallan Kerusakan dan Pemeliharaan| Hektar 1. Pemerintah 28 | 04 | 1.03]0004 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan dan  Pemeliharaan Ekosistem  Lahan Luas Kerusakan Lahan Basah yang Ha
Ekosistem Lahan Basah 2. Masyarakat Ekosistem Lahan Basah Basah Tertangani
8 |perbenihan a.|Pengelolaan  sumber benih (Tegakan Benih
tanaman hutan Teridentifikasi, Tegakan Benih Terseleksi, Areal
Produksi Benih, Tegakan Benih Provenan, Kebun|
Benih Semai, Kebun Benih Klon, Kebun Pangkas),
28 03 | 1.09 | 0009 |Pengelolaan Sumber Benih Terlgksananya Pengelolaan  Sumber| Luas sumber benih yang dikelola Ha
. 1. Pemerintah Benih
1) Pembuatan batas areal sumber benih; Hektar 2. Masyarakat
. 28 03 | 1.09 | 0006 | Pembangunan Sumber Benih gz::?hksananya Pembangunan - Sumber Luas Sumber Benih yang Dibangun Ha
2) Ev;\uasl tegakan (p.eﬁgamatan, pengukuran dan Hektar 1. Pemerintah 28 03 | 1.09 [ 0009 |Pengelolaan Sumber Benih Terlgksananya Pengelolaan  Sumber| Luas sumber benih yang dikelola Ha
analisis data dan seleksi); 2. Masyarakat Benih
3) Penjarangan selektif (seleksi fenotipa/seleksi
massa dan penjarangan berdasarkan hasil uji Hektar 1. Pemerintah 28 03 | 1.09 [ 0009 |Pengelolaan Sumber Benih Terlgksananya Pengelolaan  Sumber| Luas sumber benih yang dikelola Ha
. ) 2. Masyarakat Benih
keturunan (rouguing));
4 Pemangkasan (pemangkasan cabang, 1. Pemerintah Terlaksananya  Pengelolaan ~ Sumber|
pemangkasan tajuk dan pemangkasan pucuk (top Hektar . 28 03 | 1.09 [ 0009 |Pengelolaan Sumber Benih ; 4 9 Luas sumber benih yang dikelola Ha
. 2. Masyarakat Benih
prunning))
5) Pemeliharaan (pembersm;.an tumbuhan bawah, Hektar 1. Pemerintah 28 03 | 1.09 | 0009 |Pengelolaan Sumber Benin Terlgksananya Pengelolaan ~ Sumber| Luas sumber benih yang dikelola Ha
pemberian mulsa, pemupukan); 2. Masyarakat Benih
6) Perlindungan dan Pengamanan (pengendalian
hama dan penyakit; pengamanan dari pencurian
kayu, peﬂggembalaan. gangguan pada pohon-pohon, Hektar 1. Pemerintah 28 03 | 1.09 | 0009 |Pengelolaan Sumber Benih Terlgksananya Pengelolaan  Sumber| Luas sumber benih yang dikelola Ha
pengambilan kayu bakar, gangguan terhadap 2. Masyarakat Benih
identitas famili dan papan nama; pencegahan dan
pengendalian kebakaran); dan/atau
7) Pemanfaatan/pengunduhan benih. Hektar 1. Pemerintah 28 03 | 1.09 [ 0009 |Pengelolaan Sumber Benih Terlgksananya Pengelolaan  Sumber| Luas sumber benih yang dikelola Ha
2. Masyarakat Benih
b.|Pembangunan sumber benih Areal Produksi Benih,
Tegakan Benih Provenan, Kebun Benih Semai, 1. Pemerintah
" N Hektar
Kebun Benih Klon, Kebun Pangkas), melalui: 2. Masyarakat
1)‘ »Per.mhhan jenis tanaman berdasarkan jenis Hektar 1. Pemerintah 28 03 | 1.09 | 0006 |Pembangunan Sumber Benin Terlgksananya Pembangunan  Sumber| Luas Sumber Benih yang Dibangun Ha
prioritas; 2. Masyarakat Benih
2) Pengumpulan benih dari individu/ family plus; Hektar 1. Pemerintah 28 03 | 1.09 [ 0006 |Pembangunan Sumber Benih Terlgksananya Pembangunan  Sumber Luas Sumber Benih yang Dibangun Ha
2. Masyarakat Benih
3) Pembuatan rancangan penanaman; Hektar 1. Pemerintah 28 03 | 1.09 [ 0009 |Pengelolaan Sumber Benih Terlgksananya Pengelolaan  Sumber| Luas sumber benih yang dikelola Ha
2. Masyarakat Benih
4) Pembibitan; Hektar 1. Pemerintah 28 | 03 | 1.09 | 0006 |Pembangunan Sumber Benih Terlaksananya  Pembangunan  Sumberl| .o o, mber Benih yang Dibangun Ha
2. Masyarakat Benih
5) Pemapanan Hektar 1. Pemerintah 28 03 | 1.09 [ 0006 |Pembangunan Sumber Benih Terlgksananya Pembangunan - Sumber Luas Sumber Benih yang Dibangun Ha
2. Masyarakat Benih
6) Penanaman dan pemeliharaan; Hektar 1. Pemerintah 28 | 03 | 1.09 | 0006 |Pembangunan Sumber Benih Terlaksananya  Pembangunan  Sumberl| .o o rber Benih yang Dibangun Ha
2. Masyarakat Benih
7) Evaluasi tegakan; Hektar 1. Pemerintah 28 03 | 1.09 | 0006 | Pembangunan Sumber Benih Terlgksananya Pembangunan - Sumber| Luas Sumber Benih yang Dibangun Ha
2. Masyarakat Benih
8) Penjarangan selektif (seleksi fenotipa/seleksi| 1. Pemerintah Terlaksananya Pembangunan Sumber
massa dan penjarangan berdasarkan hasil uji Hektar : 28 | 03 | 1.09 | 0006 |Pembangunan Sumber Benih ; ¥ 9 Luas Sumber Benih yang Dibangun Ha
. ) 2. Masyarakat Benih
keturunan (rouguing)) ; dan/atau
9) Penetapan sumber benih. Hektar 1. Pemerintah 28 | 03 | 1.09 | 0006 |Pembangunan Sumber Benih Terlgksananya Pembangunan - Sumber Luas Sumber Benih yang Dibangun Ha
2. Masyarakat Benih
c.|Pembuatan/pengadaan bibit:
] Pemerintah Pembuatan  dan engadaan  Bibit untuk|Tersedianya bibit berkualitas  untuk|Jumlah  bibit ~ berkualitas an
1) Pembangunan persemaian; Unit atau Batang 2. Masyarakat 28 | 03 | 1.09 | 0007 a peng flanyz " kualitas ~ yang Batang
Rehabilitasi Lahan Rehabilitasi Lahan tersedia untuk Rehabilitasi Lahan
3. Kelompok Masyarakat
Pembuatan dan pengadaan Bibit untuk|Tersedianya bibit berkualitas untuk|Jumlah bibit berkualitas yang
28 | 03 | 10910007 genabiltasi Lahan Rehabilitasi Lahan tersedia untuk Rehabilitasi Lahan Batang
Terlaksananya pelayanan periijinan|Jumlah penerbitan perizinan
1. Pemerintah berusaha berbasis risiko untuk kegiatan|berusaha berbasis risiko]
2) Pengadaan bibit (tender); Unit atau Batang 2. Masyarakat usaha pengadaan dan pengedaran benih,|(perorangan dan badan usaha non
3. Kelompok Masyarakat Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko|kegiatan usaha pengadaan dan|Perhutani) kegiatan usaha .
28 | 03 |1.09(0010], . . e s " Unit Usaha
bidang perbenihan tanaman hutan pengedaran bibit serta kegiatan usaha|pengadaan dan pengedaran benih,
pengadaan dan pengedaran benih dan|pengadaan dan pengedaran bibit,
bibit bagi pelaku usaha perorangan dan|serta pengadaan dan pengedaran|
badan usaha non Perhutani benih dan bibit dalam provinsi
] Pemerintah Pembuatan  dan engadaan  Bibit untuk|Tersedianya bibit ~berkualitas untuk|Jumlah bibit berkualitas yan
3) Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR); dan/atau Unit atau Batang 2. Masyarakat 28 03 | 1.09 | 0007 - peng lanye " L yang Batang
Rehabilitasi Lahan Rehabilitasi Lahan tersedia untuk Rehabilitasi Lahan
3. Kelompok Masyarakat
Pembuatan dan pengadaan Bibit untuk|Tersedianya bibit berkualitas untuk|Jumlah bibit berkualitas yang
28 | 03 | 1090007 Rehabilitasi Lahan F ilitasi Lahan tersedia untuk Rehabilitasi Lahan Batang




No| Program Kegiatan Output Penerima Manfaat Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Kinerja Indikator Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
" " Jumlah sarana prasarana
28 03 | 1.01] 0006 Pemellharaan Sarana Prasarana Terpellharan_ya ) Sarana Prasarana| operasionalisasi KPH yang Unit
1. Pemerintah Operasionalisasi KPH Operasionalisasi KPH
4) Pembangunan Kebun Bibit Kesatuan Pengelolaan| ;. o 2 M at terpelihara
Hutan (KPH) nit atau Batang - Masyaraka i Jumlah sarana dan prasarana
3. Kelompok Masyarakat 28 03 | 1.01 | 0008 Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan|Tersedianya Kantor resor KPH dan 5 resor an Unit
. Prasarana KPH berbasis resor Sarana Prasarana O ionalisasi resor | yang
terbangun
Fasilitasi kegiatan pembangunan dan| T wya  kegiatan inan|Jumlah kegiatan/layanan  yang
28 03 | 1.01 0007 pengembangan KPH dan pengembangan KPH difasilitasi oleh KPH Dokumen
d.[Penyelenggaraan sertifikasi perbenihan, meliputi:
1) Sertifikasi sumber benih; Kali ) Pliaiinﬁ;;r::r::‘TH 28 | 03 | 1.09 | 0002 |Sertifikasi Sumber Benih Terlaksananya Sertifikasi Sumber Benih é‘;{:::;:kiimf'kat Sumber Benih yang| g itiat
2) Sertifikasi mutu benih; dan/atau Kali ) P;;i"ﬁ;;’;:lm 28 | 03 | 1.09 | 0003 |Sertifikasi Mutu Benih Terlaksananya Sertifikasi Mutu Benih é‘gi;k::"'ﬂkat Mutu Benih yang| g ifiat
" " L . 1. Pemerintah e " " " G Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang| "
3) Sertifikasi mutu bibit. Kali 2. Pelaku Usaha PTH 28 03 | 1.09 | 0004 | Sertifikasi Mutu Bibit Terlaksananya Sertifikasi Mutu Bibit Diterbitkan Sertifikat
e.[Pembinaan perbenihan tanaman hutan, dapat|
oo
A . " 1. Pemerintah . o Terlaksananya Pengawasan Peredaran|Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu)
o Kali at
1) Bimbingan teknis; ali atau Orang 2. Pelaku Usaha PTH 28 03 | 1.09 | 0005 |Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit Benih dan/Atau Bibit Benih Atau Bibit yang Beredar Laporan
- " 1. Pemerintah " e Terlaksananya Pengawasan Peredaran|Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu)
2) Pemantauan dan evaluasi; Kali atau Orang 2. Pelaku Usaha PTH 28 03 | 1.09 | 0005 | Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit Benih dan/Atau Bibit Benih Atau Bibit yang Beredar Laporan
3) Pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko; ’ 1. Pemerintah ) . Terlaksananya Pengawasan Peredaran|Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu)
dan/atau Kali atau Orang 2. Pelaku Usaha PTH 28 03 | 1.09 | 0005 |Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit Benih dan/Atau Bibit Benih Atau Bibit yang Beredar Laporan
4) Peningkatan kualitas SDM bidang perbenihan
tanaman hutan, melalui:
Peningkatan ~ Kapasitas ~dan  Kc i|terlaksananya  Peni 1 K Jumlah Penyuluh Kehutanan yang|
; . 28 05 | 1.01 0004 Penyuluh Kehutanan untuk Penyuluh Kehutanan Dilakukan Peningkatan Kapasitas Orang
a) Pelatihan Pembangunan dan Pengelolaan| Kali atau Oran 1. Pemerintah
Sumber Benih; 9 2. Pelaku Usaha PTH . } X .
28 05 | 1.01| 0007 P.enlngkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Terlaksan?nya SDM bidang kehutanan Jum!ah SDM bldgng kehutanan yang Orang
Bidang Kehutanan yang meningkat meningkat kapasitasnya
28 05 | 1.01| 0004 Peningkatan ~ Kapasitas ~dan  Kompetensi|terlaksananya Peningkatan Kapasitas|Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Oran
. Penyuluh Kehutanan untuk Penyuluh Kehutanan Dilakukan Peningkatan Kapasitas 9
. " " .[Jumlah SDM bidang kehutanan yang
" . . " 1. P tah
b) Pelatihan Penilaian Sumber Benih; Kali atau Orang 2 Pelakirrt‘fsna%: PTH 28 05 | 1.01 [ 0005 | Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan ;grl;k;?a‘iny;ehi::g:aSI Kompetensil memiliki sertifikat kompetensi Orang
. 9 meningkat jumlahnya
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM)|Terlaksananya SDM bidang kehutanan{Jumlah SDM bidang kehutanan yang|
28 05 | 1.01 (0007 | N " " Orang
Bidang Kehutanan yang meningkat meningkat kapasitasnya
Peningkatan ~ Kapasitas dan K« i|terlaksananya  Peni 1 K Jumlah Penyuluh Kehutanan yang
28 05 | 1.01 0004 Penyuluh Kehutanan untuk Penyuluh Kehutanan Dilakukan Peningkatan Kapasitas Orang
" " . " 1. Pemerintah Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM|Terlaksananya SDM bidang kehutanan|Jumlah SDM bidang kehutanan yang
©) Petatihan Pengujian Mutu Benih ; Kali atau Orang 2. Pelaku Usaha PTH 28 | 05 | 1010007 Bidang Kehutanan yang meningkat meningkat kapasitasnya Orang
" " .[Jumlah SDM bidang kehutanan yang
28 | 05 | 1.01|0005|Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan| Lenaksananya  Sertifikasi  Kompetensi| o™ sertiikat  kompetensi Orang
SDM Bidang Kehutanan . .
meningkat jumlahnya
Peningkatan ~ Kapasitas dan  Kc i|terlaksananya  Penil 1 K Jumlah Penyuluh Kehutanan yang
28 05 | 1.01 0004 Penyuluh Kehutanan untuk Penyuluh Kehutanan Dilakukan Peningkatan Kapasitas Orang
N " " -[Jumlah SDM bidang kehutanan yang
" . . " 1. Pemerintah
d) Pelatihan Penilaian Mutu Bibit; Kali atau Orang 2. Pelaku Usaha PTH 28 05 | 1.01 [ 0005 | Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan ;g:\jk;zr:ny&hj::::’l‘(asl Kompetensi memiliki sertifikat kompetensi Orang
) 9 meningkat jumlahnya
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM)|Terlaksananya SDM bidang kehutanan{Jumlah SDM bidang kehutanan yang|
28 05 | 1.01 (0007 | N . . Orang
Bidang Kehutanan yang meningkat meningkat kapasitasnya
Peningkatan ~ Kapasitas dan  Kc i|terlaksananya  Peni 1 K Jumlah Penyuluh Kehutanan yang|
28 05 | 1.01 0004 Penyuluh Kehutanan untuk Penyuluh Kehutanan Dilakukan Peningkatan Kapasitas Orang
. y " -[Jumlah SDM bidang kehutanan yang
" - " 1. Pemerintah
e) Pelatihan Pengawas Benih dan Bibit Kali atau Orang 2 Pelaku US;ha bTH 28 | 05 | 1.01 | 0005|Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan gg;kszgf]’;yzehli::ﬁ:‘as' Kompetensil ' milii  sertifkat  kompetensi Orang
3 meningkat jumlahnya




No| Program Kegiatan Output Penerima Manfaat Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Kinerja Indikator Satuan
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28 05 | 1.01| 0007 Pgnlngkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Terlaksan?nya SDM bidang kehutanan Jum!ah SDM blde‘mg kehutanan yang Orang
Bidang Kehutanan yang meningkat meningkat kapasitasnya
9 [Penyuluhan 1P luh Kehut . ’ 1 . ’
kehutanan - Penyuluh Kehutanan 28 05 | 1.01| 0004 Peningkatan ~ Kapasitas dan  Kompetensi|terlaksananya Peningkatan Kapasitas Jl.JmIah Penyqluh Kehulanar? yang Orang
PNS Penyuluh Kehutanan untuk Penyuluh Kehutanan Dilakukan Peningkatan Kapasitas
2. Penyuluh Kehutanan
Swadaya Masyarakat Terlaksananya  Sertifiasi Kompetensi Jumlah SDM bidang kehutanan yang
a Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh| Oran: (PKSM) 28 | 05 | 1.01 | 0005 |Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan SDM Bidan yKehutanan P menmiliki sertifikat kompetensi| Orang
*|Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 9 3. Penyuluh Kehutanan 9 meningkat jumlahnya
Swasta
4. KTH " " " . .
5. Staff Dinas /CDK/KPH 28 05 | 1.01 | 0007 P_emngkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Terlaksan_anya SDM bidang kehutanan Juml_ah SDM bld?ng kehutanan yang Orang
6. Masyarakat Bidang Kehutanan yang meningkat meningkat kapasitasnya
" 1. KTH " Terlaksananya Penguatan dan|Jumlah Kelompok Tani Hutan yang|
p.|Penguatan  dan  Pendampingan  Kelembagaan| i iah | embaga 2. Posluhutdes 28 | 05 | 1.01 |oooz|Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan| p, ingan Mandiri yang Mengikuti Penguatan|  Kelompok
Kelompok Tani Hutan Masyarakat Kelompok Tani Hutan . .
3. Masyarakat Tani Hutan dan Pendampingan Kelembagaan
c.|Pendampingan kegiatan RHL dalam kegiatan:
1. Penyuluh Kehutanan
2. Penyuluh Kehutanan Terlaksananya  Pembinaan  dan/atau Jumiah Laporan Pembinaan
1) Sosialisasi kebijakan RHL oleh Penyuluh . Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka dan/atau Pengawasan dalam
" Orang Swadaya Masyarakat 28 03 | 1.04 | 0008 P Pengawasan dalam Rangka . Laporan
Kehutanan; Pengembangan Rehabilitasi Lahan I Rangka Pengembangan Rehabilitasi|
(PKSM) Pengembangan Rehabilitasi Lahan Lahan
3.KTH
4 Masyarakat
1. Penyuluh Kehutanan
2. Penyuluh Kehutanan dan/atau P dalam rangka Terlaksananya  Pembinaan  dan/atau j:nmllaat!u ngzraa:‘lvasanpem%r;\a:r:
2) Identifikasi areal RHL oleh Penyuluh Kehutanan; Orang Swadaya Masyarakat 28 | 03 | 1.04|0008|; ! 2nge 98| pengawasan dalam Rangka 9 ram Laporan
Pengembangan Rehabilitasi Lahan P Rangka Pengembangan Rehabilitasi
(PKSM) Pengembangan Rehabilitasi Lahan Lahan
3.KTH
4.Masyarakat
1. Penyuluh Kehutanan
. Jumlah Laporan Pembinaan
3) Survei sosial ekonomi masyarakat sekitar RHL; 2. Penyuluh Kehutanan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Terlaksananya  Pembinaan  dan/atau dan/atau Pengawasan dalam|
Orang Swadaya Masyarakat 28 03 | 1.04 [ 0008 PN Pengawasan dalam Rangka o Laporan
dan/atau Pengembangan Rehabilitasi Lahan I Rangka Pengembangan Rehabilitasi
(PKSM) Pengembangan Rehabilitasi Lahan Lahan
3.KTH
4.Masyarakat
1. Penyuluh Kehutanan
2. Penyuluh Kehutanan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Terlaksananya  Pembinaan j:nmllaat:lu ngzraar\]lvasanpemb(;r::r:
4) Bimbingan teknis RHL bagi Penyuluh Kehutanan. Orang Swadaya Masyarakat 28 03 | 1.04 | 0008 enga 9 Pengawasan dalam Rangka 9 o Laporan
Pengembangan Rehabilitasi Lahan Y Rangka Pengembangan Rehabilitasi
(PKSM) Pengembangan Rehabilitasi Lahan Lahan
3.KTH
4.Masyarakat
28 05 | 1.01 | 0004 Peningkatan ~ Kapasitas ~dan  Kompetensi|terlaksananya Peningkatan Kapasitas|Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Oran
. Penyuluh Kehutanan untuk Penyuluh Kehutanan Dilakukan Peningkatan Kapasitas 9
1. Penyuluh Kehutanan
2. Penyuluh Kehutanan . " . . .
5) Pengembangan Kewirausahaan Penyuluh Orang Swadaya Masyarakat 28 05 | 1.01 | 0007 P_emngkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Terlaksan_anya SDM bidang kehutanan Juml_ah SDM bldgng kehutanan yang Orang
(PKSM) Bidang Kehutanan yang meningkat meningkat kapasitasnya
3.KTH
4-Masyarakat Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Jumiah SDM bidang kehutanan yang
28 05 | 1.01 [ 0005 | Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan ¥ P memiliki sertifikat kompetensi Orang
SDM Bidang Kehutanan . .
meningkat jumlahnya
Terlaksananya  Pembinaan  dan/atau Jumiah Laporan Pembinaan
d Pen_damplnga_n kelompok tani hutan (KTH) dalam Kelompok KTH 28 03 | 1.04 | 0008 Pembinaan dan/atau P_engawasan dalam rangkaj Pengawasan dalam Rangkal dan/atau Pengawasan da_\am_ Laporan
kegiatan persiapan, pelaksanaan dan monitoring RHL Pengembangan Rehabilitasi Lahan I Rangka Pengembangan Rehabilitasi|
Pengembangan Rehabilitasi Lahan Lahan
Peningkatan kapasitas usaha KTH dan| Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan| Terlaksananya Penguatan dan|Jumlah Kelompok Tani Hutan yang
e.|Pembangunan Sentra Pemasaran Produk-produk Kelompok KTH 28 | 05 | 1.01]|0002|; "9 e ping 933N bendampingan Kelembagaan Kelompok|Mandiri yang Mengikuti Penguatan|  Kelompok
" Kelompok Tani Hutan h .
Hasil KTH Tani Hutan dan Pendampingan Kelembagaan
. Terlaksananya Penguatan dan|Jumlah Kelompok Tani Hutan yang
28 | 05 | 1.01|0002|Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan|p, ingan Mandiri yang Mengikuti Penguatan|  Kelompok
Kelompok Tani Hutan Tani Hutan dan Pendampingan Kelembagaan
1. Penyuluh Kehutanan i ping 9




No| Program Kegiatan Output Penerima Manfaat Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Kinerja Indikator Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PNS
i Fasilitasi Pemberdayaan KTH melalui peningkatan| Unit 2. Penyuluh Kehutanan 28 05 | 1.01| 0004 Peningkatan ~ Kapasitas dan K i|terlaksananya  Penil 1 K Jumlah Penyuluh Kehutanan yang| Oran
" |kelembagaan, kelola Kawasan dan kelola usaha Swadaya Masyarakat . Penyuluh Kehutanan untuk Penyuluh Kehutanan Dilakukan Peningkatan Kapasitas 9
(PKSM)
3. Masyarakat
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM|Terlaksananya SDM bidang kehutanan|Jumlah SDM bidang kehutanan yang
28 | 05 [ 1.01(0007 . N N " Orang
Bidang Kehutanan yang meningkat meningkat kapasitasnya
g.[Metode dan materi penyuluhan dapat berbentuk:
) Peningkatan  Kapasitas dan K« i|terlaksananya  Peni 1 K Jumlah Penyuluh Kehutanan yang
1) Metode penyuluhan: 28 05 | 1.01 0004 Penyuluh Kehutanan untuk Penyuluh Kehutanan Dilakukan Peningkatan Kapasitas Orang
1. KTH . " " .
1) Lomba wana lestari Jumlah Lokasi 2. Masyarakat 28 05 | 1.01| 0007 Pgnlngkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Terlaksan?nya SDM bidang kehutanan Juml"ah SDM blde‘mg kehutanan yang Orang
Bidang Kehutanan yang meningkat meningkat kapasitasnya
3. Penyuluh kehutanan
1. KTH
. . 2.-Masyarakat Peningkatan ~ Kapasitas dan K i[terlaksananya  Penil 1 K Jumlah Penyuluh Kehutanan yang
lah Lok
2) Temu teknis KTH Jumiah Lokasi 3. Penyuluh kehutanan 28 05 | 1.01 0004 Penyuluh Kehutanan untuk Penyuluh Kehutanan Dilakukan Peningkatan Kapasitas Orang
1. KTH Terlaksananya Penguatan dan|Jumlah Kelompok Tani Hutan yang
3)Temu usaha KTH Jumlah Lokasi 2. Masyarakat 28 05 | 1.01 | 0002 Penguatan d?" Pendampingan - Kelembagaan Pendampingan Kelembagaan Kelompok|Mandiri yang Mengikuti Penguatan Kelompok
3. Penyuluh kehutanan Kelompok Tani Hutan Tani Hutan dan Pendampingan Kelembagaan
4. Pelaku usaha (Offtaker) ping 9
4) Sekolah lapang Tematik Unggulan (RHL/ 1. KTH " DK .| Jumlah SDM bidang kehutanan yang
HHBK/ Perhutanan Sosiall pencegahan dan Jumiah Lokasi 2. Masyarakat 28 | 05 | 1.01 | 0005 |Peniaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan| Loriaksananya  Sertifikasi K memiliki  sertifikat  kompetensi Orang
SDM Bidang Kehutanan . .
penanggulangan 1 hutan dan lahan) 3. Penyuluh kehutanan meningkat jumlahnya
1. KTH . " " . .
5) Workshop, dil. Jumlah Lokasi 2. Masyarakat 28 05 | 1.01|0007 P_emngkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Terlaksan_anya SDM bidang kehutanan Jum!ah SDM bldéng kehutanan yang| Orang
Bidang Kehutanan yang meningkat meningkat kapasitasnya
3. Penyuluh kehutanan
. 1.KTH . " " .
6) Med\a cetak _(buku, majalah, leaflet, booklet, Paket 2. Masyarakat 28 05 | 1.01| 0007 P.enlngkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Terlaksan?nya SDM bidang kehutanan Jum!ah SDM bldgng kehutanan yang Orang
bulletin, modul, dIl); dan/atau Bidang Kehutanan yang meningkat meningkat kapasitasnya
3. Penyuluh kehutanan
1. KTH . " " .
7) Media elektronik (radio, TV dan online sistem) Paket 2. Masyarakat 28 05 | 1.01| 0007 P_emngkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Terlaksan_anya SDM bidang kehutanan Jum!ah SDM bldgng kehutanan yang| Orang
Bidang Kehutanan yang meningkat meningkat kapasitasnya
3. Penyuluh kehutanan
h.[Penyusunan Programa (tingkat UPTD dan Provinsi)|
meliputi:
Peningkatan ~ Kapasitas dan K¢ i|terlaksananya  Penil 1 K Jumlah Penyuluh Kehutanan yang|
28 05 | 1.01 0004 Penyuluh Kehutanan untuk Penyuluh Kehutanan Dilakukan Peningkatan Kapasitas Orang
1) Identifikasi potensi wilayah menggunakan metode| 1. Pemerintah
dan instrument Participatory Rural Appraisal (PRA), N " " .[Jumlah SDM bidang kehutanan yang
Impact Point, Focus Group Discussion (FGD) atau Dokumen 2 Pe3nyhl;lluh Ket:(ut(anan 28 05 | 1.01 [ 0005 | Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan ;g:ak;zr;anny;ehj::gram Kompetensi memiliki sertifikat kompetensi Orang
teknik identifikasi keadaan wilayah lainnya, dan/atau - Masyarakal 9 meningkat jumlahnya
28 05 | 1.01 | 0007 F‘_enmgkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Terlaksan_anya SDM bidang kehutanan Juml_ah SDM bldsfmg kehutanan yang Orang
Bidang Kehutanan yang meningkat meningkat kapasitasnya
Peningkatan ~ Kapasitas ~dan  Kompetensi|terlaksananya Penil 1 K Jumlah Penyuluh Kehutanan yang
28 05 |1.01 0004 Penyuluh Kehutanan untuk Penyuluh Kehutanan Dilakukan Peningkatan Kapasitas Orang
2) Program penyuluhan kehutanan sebagai pedoman 1. Pemerintah ) . | Jumlah SDM bidang kehutanan yang
penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Dokumen 2. Penyuluh Kehutanan 28 | 05 | 1.01|0005|Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan| |cnaksananya  Sertifikasi  Kompetensi| o ;™ sertiikat ~ kompetensi Orang
(RKTP) kehutanan. 3. Masyarakat SDM Bidang Kehutanan meningkat jumlahnya
28 05 | 1.01| 0007 P.enlngkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Terlaksan?nya SDM bidang kehutanan Jum!ah SDM bldz.ing kehutanan yang Orang
Bidang Kehutanan yang meningkat meningkat kapasitasnya
Peningkatan ~ Kapasitas dan K i|terlaksananya  Penil 1 K Jumlah Penyuluh Kehutanan yang|
28 05 | 1.01 0004 Penyuluh Kehutanan untuk Penyuluh Kehutanan Dilakukan Peningkatan Kapasitas Orang
- " . 1. Pemerintah " " -[Jumlah SDM bidang kehutanan yang
. |Monitoring evaluasi, pelaporan pelaksanaan kegiatan
i toring evaluasi, pelap P g Laporan 2. Penyuluh Kehutanan 28 | 05 | 1.01| 0005 |Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan Terlaksananya Sertifikasi ~ Kompetensi memiliki  sertifikat  kompetensi Orang
penyuluhan SDM Bidang Kehutanan . .
3. Masyarakat meningkat jumlahnya
28 05 | 1.01| 0007 Pgnlngkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Terlaksan?nya SDM bidang kehutanan Jum!ah SDM blde‘mg kehutanan yang| Orang
Bidang Kehutanan yang meningkat meningkat kapasitasnya
Peningkatan ~ Kapasitas dan K i|terlaksananya  Penil 1 K Jumlah Penyuluh Kehutanan yang
28 05 | 1.01 0004 Penyuluh Kehutanan untuk Penyuluh Kehutanan Dilakukan Peningkatan Kapasitas Orang
» 1. Pemerintah Jumlah SDM bid: kehut:
. |Pembangunan  unit  percontohan  penyuluhan " i i ;[Jumia idang kehutanan yang
. 9 Y Unit 2. Penyuluh Kehutanan 28 | 05 | 1.01|0005|Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan| Leriaksananya  Sertifikasi  Kompetensi| o ™ sertiikat  kompetensi Orang
kehutanan/demplot SDM Bidang Kehut:
3. Masyarakat ldang Kehutanan meningkat jumlahnya




No| Program Kegiatan Output Penerima Manfaat Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Kinerja Indikator Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 28 05 | 1.01| 0007 P_emngkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Terlaksan_anya SDM bidang kehutanan Jum!ah SDM bldgng kehutanan yang| Orang
Bidang Kehutanan yang meningkat meningkat kapasitasnya
k.|Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana
penyuluhan kehutanan yang terdiri atas:
1. Pemerintah - .
1) Sarana perlengkapan perorangan; Unit 2. Penyuluh Kehutanan X | XX 01 | 1.07 Pengadaan B.arang Milik - Daerah - Penunjang|
Urusan Pemerintah Daerah
3. Masyarakat
. 1. Pemerintah ™ .
2) Sarana dan prasarana pendukung utama; Unit 2. Penyuluh Kehutanan x | xx o1 | 1.07 Pengadaan Earang Milik Daerah Penunjang
dan/atau Urusan Pemerintah Daerah
3. Masyarakat
1. Pemerintah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjan
3) Sarana pendukung lainnya. Unit 2. Penyuluh Kehutanan | X | XX | 01 | 1.07 9 arang ang|
Urusan Pemerintah Daerah
3. Masyarakat
10|Program a.|Penguatan Perekonomian Daerah yang meliputi :
strategis lainnya
yang ditetapkan 1)  Penyusunan dokumen Integrated  Area Dokumen 1. Pemerintah
oleh Pemerintah Development oleh bupati/walikota 2. Masyarakat
" 1. Pemerintah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
2) Penyediaan sarana dan prasarana Unit 2. Masyarakat X | XX | 01 [1.07 Urusan Pemerintah Daerah
Berkembangnya UMKM Menjadi Usahal .
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadilyang Tangguh dan Mandiri sehingga Jumlah Unit Usaha FJMKM yang
. - . Tangguh dan Mandiri  Sehinggal
3) Pendampingan dan pemberdayaan usaha mikro, 1. Pemerintah Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga|dapat dapat Meningkatkan  Penciptaan!
kecil dan menengah yang terkait produk dari UMKM . 2 17 07 | 1.01 [ 0001 |dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja,| Meningkatkan ~ Penciptaan  Lapangan P gkal P Unit Usaha
L 2. Masyarakat . ) Lapangan Kerja, Pemerataan
perhutanan sosial; Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi,|Kerja, Pemerataan Pendapatan, "
S Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi,|
dan Pengentasan Kemiskinan Pertumbuhan L
. . dan Pengentasan Kemiskinan
Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
. Terlaksananya  Peningkatan ~ Kualitas|Jumlah KUPS yang ditingkatkan .
4) Dukungan standardisasi, sertifikasi, dan| 3 28 05 | 1.01 | 0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial KUPS Kualitasnya Unit
" . 1. Pemerintah
pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah UMKM 2. Masyarakat
yang terkait produk dari perhutanan sosial; 2 | 17 | o7 | 1.01|0011|Fasitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha | Loasiitasinya Sertifikasi 9an| ; imiah Usaha Kecil yang terfasilitasi| ~ Unit Usaha
Standarisasi Usaha
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan| Jumiah Dokumen Hasil Fasilitasi
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Usaha Ekyonomi Masyargkat gan Pengembangan Usaha Ekonomi|
5) pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar . 2 13 05 | 1.01 | 0005 Masyaraka! dan Pemerlntgh Desa dalam| Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Masyaraka$ dan Pemerintah Desa Dokumen
hutan: Orang . Pemerintah Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Pendapatan Asli Desa dalam Meningkatkan Pendapatan
' 2. Masyarakat Asli Desa
3 28 05 | 1.01 | 0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Terlaksananya  Peningkatan  Kualitas| Jumlgh KUPS yang ditingkatkan| Unit
KUPS Kualitasnya
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan|Terlaksananya proses Pendidikan dan|Jumlah  Tenaga Kerja  yang
2 07 03 | 1.01 [ 0001 |Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan|Pelatihan Keterampilan bagi PemcarilMendapat Pelatihan Berbasis Orang
i ja Ber i |k i
6) Pelatihan jlan kerja bagi di 1. Pemerintah Klaster Kompetensi Kerja Klaster K Pada Tahun n
kitar hutan; Orang 2. Masyarakat )
* ' ) Terwujudnya  Perluasan  Kesempatan Jumiah = Tenaga Kerda = yang
2 07 04 | 1.01 [ 0005 |Perluasan Kesempatan Kerja Ker'aj 4 P Diberdayakan  Melalui ~ Program| Orang
I Perluasan Kesempatan Kerja
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Berkembangnya UMKM Me‘n!adl QSaha Jumlah Unit Usaha .U.MKM yang
- . yang Tangguh dan Mandiri sehingga|Tangguh dan Mandiri Sehingga
Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehlnggad Meningkatk Penci d Meningkatk Penci
i i 2 17 07 | 1.01 | 0001 |dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja. apat leningkatkan enciptaan dapat leningkatkan enciptaan Unit Usaha
7) Pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat| 1. Pemerintah . P 9 P pang 12,1 | apangan Kerja, Pemerataan|Lapangan  Kerja, ~ Pemerataan
di sekitar hutan dalam rangka mendorong upaya Orang 2' Masyarakat zemgrataan Pendz;\(palgn';_F'enumbuhan Ekonomi, Pendapatan, Pertumbuhan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi,
pelestarian hutan; . an Pengentasan Kemiskinan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | dan Pengentasan Kemiskinan
3 28 05 | 1.01 | 0009 |Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Terlaksananya  Peningkatan  Kualitas| Jumlgh KUPS yang ditingkatkan| Unit
KUPS Kualitasnya
Jumlah  Dokumen  Perencanaan
8) Pengembangan destinasi pariwisata sekior 1. Pemerintah Terlaksananya Perencanaan|Pengembangan Daya Tarik Wisata
9 9 P Lokasi : 3 | 26 | 02 |1.010006|Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi Pengembangan Daya Tark Wisata|Provinsi yang sah dan legall  Dokumen
kehutanan. 2. Masyarakat g "
Provinsi ditetapkan
Kepala Daerah
Terlaksananya Penelitian dan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian
5 05 02 | 1.03 | 0007 |Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup va " dan Pengembangan Lingkungan| Dokumen
1. Pemerintah Pengembangan Lingkungan Hidup Hid
9) Penelitian dan pengembangan Dokumen ) 1dup
2 Masyarakat Terlak Peneli dan|Jumiah Dokumen Hasil Penelti
5 05 02 | 1.03 [ 0008 |Penelitian dan Pengembangan Kehutanan eriaksananya eneltian an|-umia okumen Hasil Penelilian Dokumen
Pengembangan Kehutanan dan Pengembangan Kehutanan
Terlaksananya Koordinasi, SinkronisasifJumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
4 01 06 | 1.02 | 0002 Koordinasi, Smkronls_asl dan Eva_luasl Kebijakan|dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan|Sinkronisasi dan Evaluasl_Kebuakan Dokumen
Pertambangan dan Lingkungan Hidup dan Pertambangan dan  Lingkungan|
. |Pemberian insentif atas kinerja  pengelolaan Wahinataniinta 1. Pemerintah Lingkungan Hidup Hidup




No| Program Kegiatan Output Penerima Manfaat Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Kinerja Indikator Satuan
1 2 4 5 6 7 8 9
“[lingkungan hidup dan kehutanan e 2. Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Analisis
02 02 | 1.05 | 0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan|Tersedianya Analisis Perencanaan dan|Perencanaan  dan Penyaluran Laporan
Keuangan Penyaluran Bantuan Keuangan Bantuan
Keuangan
28 03 | 1.03| 0014 Pelaksanaan ~ Pemantauan dan  Evaluasi| Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi{Jumlah laporan nilai PNBP daril Laporan
Dukungan pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan 1. Pemerintah . Pemanfaatan Hutan di wilayah KPHL/P Pemanfaatan Hutan di wilayah KPHL/P pemanfaatan hutan di KPHL/P P
c.|negara bukan pajak sektor kehutanan yang| Kegiatan/Laporan 2 .Masyarakat“
dibagihasilkan ) inasi i inasi
02 02 | 1.01 | 0010 |Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Terlaksananya Koordinasi Perencanaan|Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dokumen
Anggaran Pendapatan Perencanaan Anggaran Pendapatan
Dukungan Kesekretariatan penyusunan, pembinaan, . 1. Pemerintah PP Terlaksananya Evaluasi Kinerja|Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
d. L
dan/atau pengawasan DBH DR Provinsi Kegiatan/Laporan 2. Masyarakat 28 01 | 1.01 10007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah aporan
i : i Jumlah  Laporan Hasil Analisis
e.|Bantuan keuangan khusus kepada kabupaten/kota Kabupaten/Kota 1. Pemerintah 02 02 | 1.05|0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan| Tersedianya Analisis Perencanaan dan Perencanaan dan Penyaluran| Laporan
2. Masyarakat Keuangan Penyaluran Bantuan Keuangan
Bantuan Keuangan
Pemberian bantuan perlindungan sosial bagi pekerja Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial| Terlaksananya Pengembangan|Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar
dan/atau kelompok sektor kehutanan dalam rangka 1. Pemerintah ; 5 . b y )
£l 5 Orang 07 05 | 1.03 [0005|Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan|Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenagaldalam Program Jaminan Sosial Orang
jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan 2. Masyarakat " . " . > -
Pekerja Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Ketenagakerjaan
peraturan perundang-undangan
1 11 | 1.01| 0011 |Pengelotaan sampah Regional Ter!asklananya Pengelolaan  sampah jykmllalh sampah regional yang Ton
g Pengelolaan kebersihan dalam rangka pelestarian Kegiatan 1. Pemerintah regional ikelola
"|hutan dalam dan luar kawasan 2. Masyarakat 1 11 | 1.01 0012 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan|Tersedianya sarana dan prasarana|Jumlah sarana dan prasarana) Unit
. sampah regional pengelolaan sampah regional pengelolaan sampah regional
. . 03 10 | 1.01 | 0058 [Pembangunan Jalan Terlaksananya Pembangunan Jalan Paman_g Jalan yang  Dibangun KM
Pengelolaan jalan sekitar kawasan dalam rangka 1. Pemerintah Sampai Perkerasan
h.|mendukung pengelolaan hutan sesuai dengan Km 2' M K
kewenangannya - Masyaraket Terlaksananya Pemeliharaan Panjang Jalan yang Dipeliharal
03 | 10 | 1.01|0056 |Pemeliharaan Berkala Jalan Y inar: Jang yang  Dipell KM
Berkala Jalan Secara Berkala
i Dukungan dalam rangka pencapaian Folu net sink
" (2030 meliputi :
Terasistensinya Perangkat Daerah dalam|Jumlah Laporan Hasil Asistensi
N 1. Pemerintah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan|menyusun Dokumen Perencanaan|Penyusunan Dokumen Perencanaan
1) Penyusunan Rencana Kerja folu Net Sink 2030 Dokumen 2. Masyarakat o1 03 | 1.02 | 0006 Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Pembangunan Perangkat Daerah Bidang|Pembangunan Perangkat Daerah| Laporan
SDA Bidang SDA
- .| Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi|Jumlah Laporan Hasil Monitoring
1. Pemerintah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen|
2) monitoring dan evaluasi folu Net Sink 2030 Kegiatan/Dokumen . 01 03 | 1.02 [ 0007 |Penyusunan Dokumen Perencanaan| v y V! Laporan
2. Masyarakat Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Pembangunan Perangkat Daerah Bidang|Perencanaan Pembangunan|
9 9 9 SDA Perangkat Daerah Bidang SDA
3) Pengendalian dan pengawasan folu Net Sink . 1. Pemerintah Koordln?sl . Pelaksanaan Sinergitas dan Sinkronnya Renstra/ Renja dengan Jumiah Lap(?ran Hasil Sinkronisasi
2030 Kegiatan/Dokumen 2. Masyarakat 01 03 | 1.02 [ 0008 |Harmonisasi Perencanaan Pembangunan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA Renstra/Renja dengan Laporan
- Masy: Daerah Bidang SDA p 9 RKPD/RPJMD pada Bidang SDA




